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ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Akibat Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor:
633/Pdt.G/2022/PA. Kab. Kdr) bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa dasar
pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak belum mumayyiz akibat
cerai gugat (Studi Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2022/PA. Kab. Kdr)? bagaimana
analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap penetapan hak asuh anak belum
mumayyiz akibat cerai gugat (Studi Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2022/PA. Kab.
Kdr)?

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Data penelitian
yang dihimpun menggunakan teknik library research dimana penulis
mengumpulkan data, mencatat, dan mengolah data berdasarkan sumber
kepustakaan. Data primer yang digunakan yakni putusan Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri Nomor: 633/Pdt.G/2022/PA. Kab. Kdr. Setelah data terkumpul,
data dianalisis yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis dengan pola pikir
deduktif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, pertimbangan hakim
dalam menolak hak asuh anak belum mumayyiz akibat cerai gugat dalam studi
putusan nomor: 633/Pdt.G/2022/PA. Kab. Kdr adalah anak belum mumayyiz
tersebut sejak lahir sampai terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat selalu
tinggal bersama tergugat. Penggugat juga tidak pernah menjenguk anaknya pasca
terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat. Meskipun diasuh oleh tergugat
kondisinya baik dan sehat. Ibu kandung penggugat juga sudah meninggal. Tergugat
tidak pernah melarang penggugat untuk menemui anaknya. Kedua, putusan Majelis
Hakim tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam yang mana menurut Kompilasi
Hukum Islam bahwa ibu berhak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz
sepanjang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang pengasuh. Meskipun
penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat, namun hal ini tidak
mempunyai akibat hukum terkait sadanah anak yang belum mumayyiz. Secara
psikologis, seorang ibu lebih mampu memberikan rasa nyaman kepada anak yang
mana hal ini sejalan dengan alasan para ulama fikih yang mendahulukan ibu
daripada ayah dalam hal pengasuhan. Sedangkan apabila ditinjau dari hukum positif
berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang hak
asuh anak maka putusan Majelis Hakim tersebut sudah sesuai.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan: pertama
edukasi mengenai parenting terhadap orang tua terutama apabila orang tua telah
bercerai, sehingga anak tidak lagi menjadi korban perceraian kedua orang tuanya,
Kedua, perlunya pendampingan hukum kepada para pihak yang bersengketa,
sehingga dalil gugatan dalam mengajukan perkara kuat dan beralasan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt memiliki alasan mulia dalam mensyariatkan ikatan perkawinan.
Melalui hubungan perkawinan, diharapkan suami maupun istri memiliki rasa
ketentraman, kedamaian, dan ketenangan. Tetapi, apabila sepasang suami istri
tidak ada pergaulan yang baik diantara keduanya, maka tujuan dari perkawinan
tersebut tidak mungkin tercapai. Allah Swt telah berfirman di dalam surat Ar

Ram ayat 21 yang berbunyi:

38 Y SIS g BIaRRgS 85 1 dag ) (R gl pSL 22 480 Gl BT el g
:}5;5 ”2?
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

bagi kaum yang berfikir”.!
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan
sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.?

L Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), 585.
2 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan (Jakarta, 1974). Pasal 1.



Islam mengajarkan bahwa perkawinan merupakan sarana untuk menjaga
hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam memenuhi hajat hidup
tabiatnya sebagai manusia. Dalam perkawinan diharapkan kedua pasangan bisa
menjaga pandangan dan kehormatannya, serta mendapat keturunan secara sah.
Sehingga, perkawinan dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang sakral serta
paling fitri.?

Setiap perkawinan menghendaki agar dapat berlangsung secara kekal,
abadi, sehingga tujuan perkawinan dengan terciptanya keluarga yang sakinnah,
mawaddah, warhmabh, dapat tercapai.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jelas bahwa perkawinan merupakan
cara yang sah dan sempurna secara agama serta jalan yang mulia untuk hidup
dalam pergaulan sebagai suami istri. Sehingga, sepasang suami istri dapat
membentuk rumah tangga, mendapatkan keturunan, serta melaksanakan ibadah
yang telah diperintah oleh Allah Swt. Namun, tidak jarang ditemukan tujuan
perkawinan seperti yang telah dijelaskan di atas tidak tercapai. Akibatnya,
suami maupun istri memilih untuk memutuskan tali ikatan perkawinan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam bab XVI tentang putusnya perkawinan
pasal 113, ikatan perkawinan dapat terputus karena 3 hal. Yang pertama karena
salah satu dari istri atau suami telah meninggal dunia, kedua karena suami yang
mentalak istrinya ataupun istri yang menggugat cerai suaminya, ketiga akibat

putusan pengadilan.*

3 Mahmud Shalut, Akidah Dan Syariah Islam Jilid I (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 151.
4 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (Permata Press, 1974). Pasal 113.



Perceraian adalah jalan terakhir dalam penyelesaian suatu perkawinan. Hal
tersebut terjadi lantaran suami maupun istri dianggap sudah tidak mampu lagi
untuk mencari penyelesaian masalah yang mampu memuaskan kedua belah
pihak.

Perceraian sendiri terbagi menjadi dua jenis. Apabila perceraian tersebut
diajukan oleh suami terhadap istrinya disebut cerai talak. Tetapi jika istri yang
menceraikan suaminya disebut dengan cerai gugat.

Terdapat berbagai macam hal yang mendasari terjadinya perceraian. Seperti
permasalahan moral atau akhak, permasalahan ekonomi dalam rumah tangga,
perselingkuhan, suami atau istri melakukan kekerasan fisik atau verbal, hingga
masalah pembagian hak maupun kewajiban dimana baik istri atau suami
melalaikannya. Bahkan, banyak pula kasus yang mana salah satu dari suami
atau istri tidak menceraikan, namun memilih meninggalkan keluarganya secara
diam-diam hingga tidak pernah kembali lagi.

Perceraian sendiri dalam Islam merupakan sesuatu yang diperbolehkan
namun dibenci. Rasulullah Saw bersabda:

G0 i By Joeb et e ile 4 o J3g 06 J6 2 Tz

“Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:
‘sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak’®

Pada situasi dan kondisi tertentu tidak selamanya perceraian dianggap
mendatangkan keburukan. Sebaliknya, perceraian dianggap sebagai jalan

keluar dari kondisi yang sudah tidak lagi dapat dipertahankan. Disisi lain,

S Butsainah as-Sayyid Al-Iragi, Menyingkap Tabir Perceraian Terj. Abu Hilmi Kamaluddin
(Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2005), 202.



sebagai salah satu cara memutus hubungan perkawinan, perceraian juga

menimbulkan akibat hukumnya.

Kompilasi Hukum Islam bab XVIII tentang akibat putusnya perkawinan,
pada pokoknya menerangkan bahwa jika hubungan perkawinan berakhir maka
terdapat 5 hal penting yang harus diperhatikan. Antara lain:

1. Istri yang tidak nusyuz berhak menerima nafkah ‘iddah dan mut’ah dari
suaminya serta ia juga wajib melunasi mahar yang masih terhutang.

2. Nafkah anak bagi yang belum berumur 21 tahun;

3. Bekas suami mempunyai hak untuk ruju’ kepada istrinya selama istri
masih dalam masa iddah;

4.  Istri yang diceraikan suaminya mempunyai waktu tunggu atau masa ‘iddah
kecuali jika istri dalam kondisi qobla al dukhul serta perceraiannya bukan
karena kematian;

5. Pemeliharaan anak atau sadanah bagi anak yang belum mumayyiz.

Poin terakhir dari akibat putusnya perkawinan yakni permasalahan adanah
bagi anak yang belum mumayyiz sangat menarik untuk dikaji. Hal ini
disebabkan akibat putusnya hubungan perkawinan, yakni karena orang tua yang
bercerai akan menjadi trauma berkepanjangan oleh seorang anak. Mereka juga
kehilangan peran kedua orang tua yang tidak hadir secara utuh dalam kehidupan

mereka.®

® Luthfia Ayu Azanella, “Anak Jadi Korban Terberat, Jangan Libatkan Mereka Jika Anda Komentari
Perceraian,” https://lifestyle.kompas.com/read/2018/11/23/125701920/anak-jadi-korban-terberat-
jangan-libatkan-mereka-jika-anda-komentari.




Tidak hanya pada trauma psikologis yang dialami anak, orang tua juga akan
dihadapkan pada masalah hak asuh anak. Baik suami maupun istri pada
umumnya sama-sama merasa lebih berhak serta merasa lebih mampu untuk
mengasuh anak tersebut. Hal itu tentu sangat positif, sehingga nantinya anak
tidak akan menjadi korban yang ditelantarkan akibat perceraian kedua orang
tuanya. Selain itu, keinginan untuk mengasuh baik dari pihak suami maupun
istri menunjukkan bahwa anak masih menjadi perhatian utama meskipun
menjadi single parent.

Keinginan untuk saling mengasuh anak tersebut kadang kala menimbulkan
konflik. Oleh karena itu, hal ini perlu diatur dengan undang-undang yang
berlaku untuk memperjelas siapa yang lebih berhak atas hak asuh anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai salah satu hukum positif di
Indonesia telah megatur mengenai permasalahan anak menjelaskan bahwa:’

1. Orang tua berhak untuk membesarkan anak-anak mereka sendiri, kecuali
jika ada alasan tertentu dan oleh undang-undang memerlukan pemisahan
dan hal tersebut merupakan kepentingan terbaik bagi anak serta menjadi
satu-satunya jalan terakhir;

2. Jika keduanya berpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang
anak tetap berhak untuk:

a. Berinteraksi langsung dan bertemu dengan kedua orang tuanya.

" Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Jakarta,
2014). Pasal 14.



b. Anak berhak memperoleh pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan,
serta perlindungan dari kedua orang tuanya selama proses tumbuh
kembangnya.

c. Orang tua wajib memberikan pembiayaan hidup kepada anak.

d. Mendapatkan hak anak lainnya.

Berdasarkan aturan tersebut, kepentingan terbaik bagi anak akan
didahulukan dalam hal terjadi perceraian antara suami dan istri. Pemikiran ini
sejalan dengan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang
membebankan tanggung jawab kepada orang tua untuk membesarkan dan
mendidik anaknya demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Jika terjadi
ketidaksepakatan terkait pengasuhan, pengadilan akan membuat keputusan.®

Pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang sudah besar namun belum
mumayyiz atau usianya belum mencapai 12 tahun dalam Islam disebut sebagai
hadanah. Hadanah berarti memberikan kepada anak-anak apa yang mereka
butuhkan, melindungi mereka dari bahaya, mendidik tubuh, jiwa, dan pikiran
mereka sehingga kelak mereka dapat hidup mandiri dan memikul tanggung
jawab sendiri.®

Meskipun sama-sama mendidik, namun terdapat perbedaan konsep antara
tarbiyah dengan hadanah. Seperti yang dipaparkan pada paragraf sebelumnya,
hadanah merupakan pemeliharaan terhadap jasmani dan rohani. Termasuk di

dalamnya adalah pendidikan terhadap anak. Seorang guru atau pendidik bisa

8 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. Pasal 14.
® Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 176.



saja berasal dari keluarga anak tersebut. Atau bahkan dari tenaga yang
berkompeten dalam bidang pendidikan meskipun tidak mempunyai hubungan
kekerabatan dengan anak. Sedangkan, dalam hadanah dilakukan oleh keluarga
maupun kerabat dekat anak. Hadanah adalah hak penuh dari pemegang hadin,

namun pendidikan untuk anak belum tentu menjadi hak seorang pendidik.°

Al-Qur’an Surat At-Tahrim ayat 66 Allah Swt telah berfirman:

byais ¥ s Dol Bl Wil Gladg 201 3585 6 a4y AT i 524 0 D
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“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”.

Dalil dalam ayat di atas mengatakan bahwa Allah Swt memberikan perintah
kepada orang tua untuk melindungi keturunanya dari api neraka dengan
melaksanakan berbagai perintah-Nya dan tidak melakukan apa yang telah
dilarang oleh-Nya. Termasuk oleh orang tua yang memelihara anaknya.

Pada prinsipnya seorang anak sejak ia lahir hingga memasuki usia tertentu
memerlukan seseorang yang dianggap cakap untuk membimbing dan
mendidiknya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga, diperlukan
seseorang yang mempunyai rasa kasih sayang terhadap anak, kesabaran, dan
mampu menjaga tumbuh kembang anak dengan baik. Seorang ibu atau wanita

dikategorikan sebagai seseorang yang memiliki berbagai kriteria tersebut.

10 Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat.
1 Al-Qur’an Dan Terjemahannya, 826



Abdullah bin Umar seorang wanita berkata pada Rasullullah Saw:

(Lo ke O 35l5c odlls 30 Sacslis A (655 sl 4 3laey 4 ol ViR g1 0) AT 3856

ASE TGy ST K sl Jo b J3s d Js
“Ya Rasulullah, bahwasannya anakku ini perutkulah yang mengandungnya,

asuhankulah yang mengawasinya dan air susukulah minumannya.

Bapaknya hendak mengambilnya dariku. Maka berkatalah Rasulullah:

Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum nikah (dengan

laki-laki lain)”.*?

Berdasarkan penjelasan hadis tersebut, jelas seorang ibu memiliki hak untuk
membesarkan anak-anaknya, dengan ketentuan bahwa jika dia telah menikah
lagi dan berhubungan berhubungan badan dengan suami barunya tersebut maka
hak pengasuhannya gugur.

Perempuan lebih unggul daripada laki-laki dalam masalah pengasuhan
anak. Hak pengasuhan seorang ibu juga didahulukan daripada ayah, saudara
perempuan atas saudara laki-laki, dan bibi atas paman.*®

Imam Malik dalam kitab Muwaththa’ menceritakan kisah Umar bin Khattab
memiliki seorang anak bernama Ashim bin Umar dari istrinya yang bernama
Jamilah binti Tsabit. Kemudian keduanya bercerai. Ketika Umar mengunjungi
Quba, dia menemukan anaknya tersebut sedang bermain di masjid. Anak itu
lalu digendong dan dinaikkan ke atas kuda. Kemudian nenek dari anak tersebut

datang. Umar kemudian berkata “anakku”, dan nenek itu juga berkata “anakku”.

Akhirnya, peristiwa tersebut dibawa kepada Khalifah Abu Bakar, dan Abu

12 Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul Maram Jilid 6 (Jakarta: Pustaka Azzam,
2006), 65.
13 Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul Maram Jilid 6.



bakar memutuskan bahwa anak Umar ikut dengan ibunya. Karena ibu dianggap
murah hati, penyayang, sehingga dianggap lebih berhak terhadap anaknya.'*
Kompilasi Hukum Islam pasal 105 juga telah mengatur terkait hak asuh
anak pasca terjadinya perceraian yakni :*°
1. Ibu berhak memelihara anak yang belum belum berumur dua belas tahun
atau belum mumayyiz.

2. Anak diperbolehkan memilih antara ayah atau ibu untuk mengasuhnya
apabila usianya sudah mumayyiz.

3. Ayah menanggung biaya pemeliharaan anak.

Berdasarkan pemaparan dan aturan di atas maka dapat terlihat benang
merahnya bahwa dalam perkara hak asuh anak belum mumayyiz adalah hak
ibunya sepanjang dia tidak menikah lagi dan berdasarkan kepentingan bagi anak
itu sendiri.

Namun, terdapat hal berbeda antara teori hukum dengan fakta hukum dari
kasus yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Majelis
hakim memutuskan untuk menolak permohonan hadanah oleh ibu kandung
anak yang belum mumayyiz dan memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh pada
ayahnya.

Permasalahan hadanah tersebut bermula ketika penggugat dalam hal ini istri
mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya sebagai pihak tergugat di

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dalam dalil yang termaktub pada isi

14 Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat.. 178.
15 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam. Pasal 105
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gugatan penggugat ia mengatakan bahwa mantan suaminya tersebut sudah tidak
dapat lagi untuk dijadikan contoh sebagai seorang kepala keluarga.

Banyak perilaku menyimpang yang telah dilakukan oleh mantan suaminya
tersebut sehingga rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak bisa
dipertahankan lagi. Ikatan perkawinan yang sudah berjalan selama 3 tahun
tersebut akhirnya kandas. Diketahui juga, keduanya sudah dikaruniai seorang
anak berjenis kelamin laki-laki yang berusia 2 tahun 6 bulan.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri lalu memutus cerai keduanya secara
verstek karena tergugat tidak pernah hadir dari awal hingga akhir proses
persidangan. Selama dalam masa perceraian, anak tersebut diasuh oleh orang
tua tergugat. Ibu dari anak tersebut keberatan akan hal tersebut. Dia kemudian
mengajukan gugatan hak fadanah namun ditolak oleh  hakim.
Pertimbangannya, hakim melihat bahwa anak tersebut lebih maslahah berada
di pihak ayah. Padahal, usia anak yang baru menginjak 2 tahun 6 bulan tersebut
masih membutuhkan peran ibu kandungnya. Selain itu, seperti yang penulis
paparkan aturan hukum dalam permasalahan hak asuh anak, maka seharusnya
anak tersebut masih dalam naungan ibunya:

Berangkat dari permasalahan tersebut dan berpegang pada peraturan yang
berlaku, maka hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk menganalisis
lebih jauh mengenai bagaimana sebenarnya konsep hak asuh anak ketika terjadi
sengketa hak asuh anak pasca perceraian. Kemudian penulis
memformulasikannya dalam sebuah judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum

Positif Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Akibat Cerai
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Gugat (Studi Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr di Pengadilan

Agama Kabupaten Kediri)”.

B. ldentifikasi dan Batasan Masalah

1.

2.

Perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif.

Akibat perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif.

Hak asuh anak pasca cerai gugat.

Hak asuh anak belum mumayyiz dalam hukum Islam dan hukum positif.
Pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak belum mumayyiz
akibat perceraian.

Agar penulisan proposal ini tidak melebar dan fokus pada permasalahan

yang dikaji, maka penulis mempersempit menjadi batasan masalah sebagai

berikut:

1.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak belum mumayyiz
akibat cerai gugat.
Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Hak Asuh

Anak Belum Mumayyiz Akibat cerai gugat.

C. Rumusan Masalah

1.

Apa dasar pertimbangan hakim dalam menolak hak Asuh Anak Belum
Mumayyiz ~ Akibat cerai  gugat (Studi  Putusan  Nomor:
633/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri) ?

Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap penetapan hak
Asuh Anak Belum Mumayyiz Akibat cerai gugat (Studi Putusan Nomor:

633/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri) ?
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D. Tujuan Penulisan

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri dalam permohonan penetapan hak asuh anak belum
mumayyiz akibat perceraian dalam perkara Nomor: 633/Pdt.G/2022/Pa.
Kab. Kdr.

2. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap
pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam
permohonan penetapan hak asuh anak belum mumayyiz akibat perceraian
dalam perkara Nomor: 633/Pdt.G/2022/Pa. Kab. Kdr.

E. Manfaat Penelitian
1. Kegunaan secara teoretis
Penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat dan menjadi
sumbangsih pemikiran serta penelitian lainnya agar dapat meningkatkan
pengembangan ilmu dalam bidang hukum khususnya masalah yang
menyangkut hak asuh anak belum mumayyiz akibat perceraian.

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat; bermanfaat bagi masyarakat, para
praktisi hukum serta memberikan pengetahuan dalam khasanah keilmuan
terkait penyelesaian hak asuh anak belum mumayyiz akibat perceraian.

F. Penelitian Terdahulu
Kajian pustaka merupakan gambaran secara singkat tentang penelitian yang

telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain dengan tema yang sama.
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Sehingga, terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan

pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.

1. Skripsi yang ditulis oleh Nova Andriani yang berjudul: “Penetapan Hak
Hadanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz (Analisis Putusan
Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor: 228/Pdt.G/2009/PA.
JB)” 1" Dalam penelitian tersebut membahas tentang istri sebagai
penggugat yang mengajukan hak hadanah kepada suami sebagai pihak
tergugat terhadap 4 orang anaknya. Lalu majelis hakim berkesimpulan
bahwa ketiga anaknya yang pertama diasuh oleh penggugat. Sedangkan
anaknya yang terakhir, dimana usia anak tersebut belum mumayyiz, berada
di bawah asuhan ayahnya. Alasannya, anak tersebut tumbuh besar di
lingkungan ayahnya, termasuk sekolahnya. Sehingga, majelis hakim
menilai bahwa karena usia anak tersebut masih mumayyiz, dan jika hak asuh
anak diberikan kepada ibunya, maka anak tersebut dikhawatirkan akan
kesulitan beradaptasi di lingkungan yang baru. Perbedaan penelitian ini
dengan yang penulis kaji adalah penelitian ini fokus pada perbandingan
hukum antara fikih dengan hukum positif mengenai hadanah. Sedangkan
penulis melihat dari segi penerapan hukum Islam dan hukum positif pada
perkara hak asuh anak belum mumayyiz akibat perceraian yang jatuh kepada

bapaknya, bukan pada perbandingan hukumnya. Persamaan dari penelitian

16 Fakultas Syari’ah dan Hukum, Pedoman Penulisan Karya IImiah (Surabaya: UIN Sunan Ampel
Surabaya, 2022), 17.

1" Nova Andriani, “Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz (Analisis
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor: 228/Pdt.G/2009/PA. JB)” (Skripsi, UIN
Syarif Hidayatullah jakarta, 2011). v.
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yang telah dilakukan dan yang penulis angkat adalah sama-sama membahas
mengenai hak asuh anak belum mumayyiz yang jatuh kepada bapaknya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Suprapto yang berjudul: “Studi Kasus Terhadap
Putusan No. 1361/Pdt.G/2006/Pa. Shy. Tentang Sengketa Hadanah
Sebelum Mumayyiz Akibat Perceraian (Dalam Perspektif Hukum Islam)”.*
Hasil dari penelitian ini adalah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara hak asuh anak belum mumayyiz tersebut sehingga
jatuh kepada ayahnya adalah berdasarkan kitab kifayatul akhyar, dimana
syarat-syarat seorang hadin ialah beragama Islam, merdeka, berakal sehat,
amanah, dan belum menikah lagi. Dari syarat syarat tersebut, penggugat
dalam hal ini ibu, tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud.
Walaupun pada dasarnya hak hadanah terhadap anak belum mumayyiz
merupakan hak ibu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu
Dawud, namun karena ibu tersebut tidak memenuhi syarat sebagai hadin
yang tidak amanah dan tidak sederhana, maka hak hadanah tersebut
diberikan kepada bapaknya. Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis
angkat adalah penelitian ini melihat fepomena yang terjadi menggunakan
maslahah mursalah, sedangkan penulis menggunakan analisis hukum Islam
dan hukum positif. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian
yang penulis angkat adalah sama-sama mengangkat hak asuh anak belum

mumayyiz yang jatuh kepada ayah.

18 Suprapto, “Studi Kasus Terhadap Putusan NO. 1361/Pdt.G/2006/Pa. Sby. Tentang Sengketa
Hadanah Sebelum Mumayyiz Akibat Perceraian (Dalam Perspektif Hukum Islam)” (Skripsi, IAIN
Sunan Ampel Surabaya, 2007). v.
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3. Skripsi yang ditulis oleh Fuja Suweno yang berjudul: “Pengalihan Hak
Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayahnya Akibat perceraian (Analisis
Putusan Mahkamah Syar iyah Banda Aceh Nomor : 0200/Pdt.G/2015/MS-
Bna) .1 Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan majelis hakim
dalam memutuskan hak asuh anak belum mumayyiz yang jatuh kepada
ayahnya karena anak tersebut telah diasuh oleh ayahnya sejak berumur 2,5
tahun. Anak tersebut juga telah diserahkan kepada ayahnya semenjak kecil.
Termohon atau ibu kandung anak tersebut tidak pernah menjenguk anaknya.
Sehingga, pertimbangan majelis hakim adalah dengan mengedepankan
kemaslahatan anak tersebut. Dan termohon juga tidak pernah menjenguk
anaknya selama anak tersebut berada dibawah penguasaan ayahnya.
Perbedaan penelitian ini dengan permasalahan yang penulis kaji adalah
penelitian ini fokus pada hukum Islam. Sedangkan penulis melihat
permasalahan hak asuh anak belum mumayyiz akibat perceraian yang jatuh
kepada bapaknya tidak berdasarkan hukum Islam saja, melainkan juga dari
segi hukum positif. Persamaan dari penelitian ini dengan yang diangkat oleh
penulis adalah sama-sama membahas: mengenai hak asuh anak belum
mumayyiz yang jatuh kepada bapaknya.

4. Skripsi yang ditulis olen Berliana Hajariah Maryanti yang berjudul:
“Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Asuh Anak Dibawah Umur

Kepada Ayahnya Dengan Alasan Mempertahankan Harta Bersama (Studi

19 Fuja Suweno, “Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayahnya Akibat Perceraian
(Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna)”
(Skripsi, UIN A-Raniry Darusallam Banda Aceh, 2021). iv.
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Kasus Perceraian di Desa Bungkuk Kec. Marga Sekampung Kabupaten
Lampung Timur) .2° Hasil dari penelitian ini adalah sistem hak asuh anak
di bawah umur pada Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung
Kabupaten Lampung adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
antara ayah dan ibu. Kesimpulan dari penelitian bahwa hal tersebut tidak
sesuai dengan sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sedangkan
jika dilihat dari tinjauan hukum Islam mengenai peralihan hak asuh anak di
bawah umur maka hal tersebut diperbolehkan karena terdapat faktor secara
materi yakni ibu tidak mampu memenuhi kebutuhannya, sedangkan
hadanah dalam prinsipnya mengutamakan kebaikan anak dalam hal
pemeliharaan dan pendidikan. Sehingga, ditakutkan jika sadanah tetap pada
ibu, maka kemungkinan anak tidak mendapat kehidupan yang layak.
Perbedaan dari penelitian ini dengan yang penulis kaji adalah sebab dari
peralihan hak asuh anak. Penelitian ini berfokus pada permasalahan hak
asuh anak belum mumayyiz kepada ayahnya demi mempertahankan harta
bersama, sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis peralihan hak asuh
anak akibat perceraian. Persamaan dari, penelitian ini dengan yang penulis
angkat adalah sama-sama membahas mengenai hak asuh anak di bawah

umur yang diberikan kepada bapaknya.

20 Berliana Hajariah Maryanti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Asuh Anak Dibawah
Umur Kepada Ayahnya Dengan Alasan Mempertahankan Harta Bersama (Studi Kasus Perceraian
Di Desa Bungkuk Kec. Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)” (Skripsi, UIN Raden
Intan Lampung, 2021). ii.
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G. Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai beberapa pengertian
kata untuk menghindari kesalahpahaman serta kesalahan penafsiran. Adapun
judul penelitian ini adalah “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Penetapan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Akibat Cerai Gugat (Studi
Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri)”. Isi putusan hakim tersebut menolak permohonan hak asuh anak dari
ayah ke ibu.
Maka, penulis menguraikan pengertian judul di atas seperti berikut:
1. Hukum Islam
Hukum yang bersumber pada syariat hukum Islam. Sumber syariat
hukum Islam sendiri terdiri dari al-Qur’an, Hadis, lalu dikembangkan dalam
ijtihad para ulama’.?! Dalam penelitian yang dilakukan penulis, hukum
Islam yang digunakan adalah fikih. Antara lain Al-Qur’an, hadis, pendapat
para fukaha tentang hadanah bagi anak yang belum mumayyiz, dan juga
Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kumpulan dari pendapat yang
kemudian disusun dan digunakan bagi umat Islam khususnya yang berlaku
di Indonesia serta disesuaikan dengan perkembangan zaman.
2. Hukum Positif
Hukum positif adalah kumpulan hukum yang berlaku dan relevan di
suatu tempat dan waktu tertentu. Hukum positif menurut definisinya adalah

tatanan hukum di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dan

21 Ishag, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016).. 307.
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terdiri atas hukum-hukum yang tertata dan diatur sedemikian rupa.??
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, dan juga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan hukum
positif yang penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan tentang hak
asuh anak.
3. Hak Asuh Anak
Hak asuh anak atau dalam Islam dikenal sebagai f/adanah
merupakan pemeliharaan terhadap anak. Dalam pengertian hukum di
Indonesia secara umum diartikan dengan hak kuasa asuh anak. Dalam
aturan hukum positif, kalimat hak kuasa asuh dapat ditemukan di Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dijelaskan pula
didalamnya bahwa hak kuasa asuh adalah orang tua yang memiliki
kekuasaan untuk mengasuh, mendidik, memelihara, serta menjaga tumbuh
kembang anak sesuai dengan keyakninan yang dipercaya dan sesuai potensi
yang ada dalam diri anak tersebut.??
4. Belum Mumayyiz
Anak yang belum mumayyiz dikategorikan sebagai anak yang belum
cakap atau belum mampu membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang
buruk. Usia tersebut berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam adalah

12 tahun.

22 Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia. 5.

23 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1
Angka 11
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5. Cerai Gugat
Kompilasi Hukum Islam pasal 113-114 menjelaskan bahwa
perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan yang disebabkan
oleh 3 hal, yakni karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.
Perceraian sendiri terbagi menjadi dua. Dalam pasal 114 menerangkan
lepasnya ikatan perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak
atau berdasarkan gugatan perceraian. Perbedaanya, yakni jika yang
mengajukan cerai dari pihak laki-laki maka dikategorikan sebagai cerai
talak, sedangkan jika yang mengajukan cerai dari pihak perempuan adalah
cerai gugat.>* Dalam skripsi ini yang dimaksud perceraian adalah cerai
gugat. Karena pihak istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya
yang dianggap sudah tidak mampu menjadi pemimpin keluarga.
H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh kebenaran mengenai

sesuatu dengan cara yang ilmiah.> Agar penulisan ini dapat tersusun secara

sistematis, maka penulis menguraikannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif. Yang

mana penulis meneliti tentang penerapan atas suatu kaidah hukum dari
kasus yang telah diputus.?® Dalam hal ini putusan penetapan hak asuh anak

belum mumayyiz akibat perceraian Nomor: 633/Pdt.G./2022/Pa.Kab.Kdr.

24 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.. Pasal 114.

25 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Airlangga University Press, 2001)., 9.

% Jhonny Ibrahim, Teori Dan Medotologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia
Publishing, 2007), 321
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2. Data yang dikumpulkan
Berikut beberapa data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan
masalah dalam penelitian ini:

a. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus permohonan hak asuh
anak belum mumayyiz akibat cerai gugat di Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri.

b. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No: 633/Pdt.G/2022/PA.
Kab. Kdr.

c. Hak asuh anak belum mumayyiz berdasarkan hukum Islam.

d. Hak asuh anak belum mumayyiz berdasarkan hukum positif.

3. Bahan hukum
Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka
penulis mengklasifikasikan bahan hukum menjadi dua bagian. Yakni bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer didapat penulis dari salinan dokumen putusan
hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam perkara hadanah
anak yang belum mumayyiz akibat perceraian Nomor: 633/Pdt.G/PA.
Kab. Kdr.

b. Bahan Hukum sekunder
1. Buku berjudul Peraturan Kompilasi Hukum Islam yang diterbitkan

oleh Permata Press.
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2. Buku berjudul Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Undang-
Undang Perkawinan yang diterbitkan oleh Fokusmedia.

3. Buku berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif yang ditulis oleh
Lexy J. Moleong.

4. Buku berjudul Metodologi Penelitian Sosial yang ditulis oleh
Burhan Bungin.

5. Buku berjudul Figh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak yang
ditulis oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab
Sayyed Hawwas.

6. Sumber bahan hukum sekunder lainnya yang sekiranya relevan
dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis
guna melengkapi keperluan pengumpulan bahan hukum dalam penelitian
ini adalah studi pustaka. Studi pustaka sendiri merupakan metode
pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji
informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang
dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum
normatif. Dalam konteks yang penulis teliti adalah putusan perkara Nomor:

633/Pdt.G/PA. Kab. Kdr serta bahan kepustakaan lainnya yang relevan.
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5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

a.

Inventarisasi

Inventarisasi merupakan proses yang dilakukan dengan
mengkualifikasikan antar bahan hukum yang didasarkan pada relevansi
dengan isu hukum yang diteliti oleh penulis.
Identifikasi

Setelah berbagai bahan hukum tersebut dikualifisikan dengan obyek
kajian yang dilakukan oleh penulis, maka selanjutnya penulis
melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui seleksi berdasarkan
seleksi yang didasarkan pada kesesuaian dengan isu hukum, bahan
hukum dapat diinterpretasikan, dan bahan hukum mempunyai standar
dalam teori maupun konsep hukum.
Sistematisasi

Pada tahap ini, setelah bahan hukum tersebut telah disusun dan
diklasifikasikan secara runtut, maka penulis akan mendeskripsikan dan

menganalisis isi dan struktur bahan hukum.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada persoalan yang diangkat oleh penulis, maka diperlukan analisis

terhadap berbagai bahan hukum yang diperoleh. Karena penelitian ini
termasuk jenis penelitian normatif, maka penulis menggunakan metode
analisis yang bersifat kualitatif dan menggunakan teknik deskriptif
analisis. Yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang diperoleh secara nyata.

Dalam hal ini pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara hak
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asun anak belum mumayyiz serta salinan putusan Nomor:
633/Pdt.G/2022/Pa. Kab. Kdr.

Sedangkan untuk menarik kesimpulan maka pola pikir yang
digunakan adalah pola pikir deduktif. Yaitu suatu metode dalam analisa
data yang berangkat dari hal yang sifatnya umum ke hal yang lebih
khusus. Dalam konteks ini untuk mengetahui apakah pertimbangan serta
putusan majelis hakim telah sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum
Positif dalam perkara hak asuh anak belum mumayyiz akibat cerai gugat.
Pada penelitian ini yang bersifat umum adalah akibat dari perceraian serta
berangkat kepada hal yang lebih khusus yaitu hak asuh anak belum
mumayyiz pasca cerai gugat.

Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mempunyai alur yang jelas serta
tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun penelitian ini sebagai
berikut:

Bab satu, pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi mengenai landasan teori. Di dalamnya menjelaskan secara
umum mengenai hukum Islam dan hukum positif terhadap hak asuh anak belum
mumayyiz akibat perceraian, yakni hak asuh anak atau hadanah perspektif

hukum Islam, hak asuh anak perspektif hukum positif.
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Bab tiga, berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Yakni
pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak belum mumayyiz akibat
cerai gugat. Penulis juga menyajikan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Agama Kabupaten Kediri Nomor: 633/Pdt.G/2022/Pa. Kab. Kdr.

Bab empat, pada bab ini penulis menjabarkan hasil analisis permasalahan
yang diangkat. Yakni analisis berdasarkan hukum Islam dan hukum positif
tentang penetapan hak asuh belum mumayyiz akibat perceraian di Pengadilan
Agama Kabupaten Kediri Nomor: 633/Pdt.G/2022/Pa. Kab. Kdr.

Bab lima, berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB I1
TINJAUAN UMUM TENTANG HADANAH (PEMELIHARAAN ANAK)
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Konsep Hadanah Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Hadanah

Hadanah dari segi tata bahasa Arab merupakan bentuk masdar (kata
benda) dari kata hadana = - (-2 yang berarti mendekap, memeluk,
mengasuh, dan merawat.!

Secara istilah sendiri, hadanah berarti pendidikan dan pemeliharaan
anak sejak dari lahir sampai ia sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya.?

Sementara ash-San’ani dalam kitab Subulus Salam yang
diterjemahkan oleh Ali Nur Medan mengartikan al-Azidanah dengan kasrah
huruf “4a” adalah masdar dari kata “hadana”, misalnya “hadana sabiya”
yaitu mengasuh atau memelihara bayi.

Para ulama fikih mendefinisikan hadanah sebagai tindakan
pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil atau belum mumayyiz,
baik laki-laki maupun perempuan, menyediakan segala sesuatu yang

menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan

L Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka
Progresif, 1997), 274

2 Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat.., 175

¥ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 3
Terj. Ali Nur Medan (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), 191
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merusaknya. Mendidik jasmani, rohani, dan akalnya. Agar mampu berdiri
sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.*

Sedangkan dalam kitab fikih sunnah, secara terminologi hadanah
adalah memelihara anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya
sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang
membahayakannya. Hukum hadanah hanya dilaksanakan ketika pasangan
suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk
berpisah dari ibunya. Hal itu disebabkan anak masih memerlukan orang tua
untuk menjaga, mengasuh, mendidik, merawat, dan melakukan hal lainnya
demi kemaslahatannya. Inilah yang biasa disebut perwalian.®

Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa hadanah adalah
pemeliharaan anak-anak yang masih Kkecil atau belum mumayyiz.
Pemeliharaan disini bermakna merawat, menjaga, mendidiknya baik secara
jasmani maupun rohani, sehingga kelak anak tersebut dapat berkembang
mandiri serta mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

2. Dasar Hukum Hadanah

Pengasuhan merupakan hak setiap anak, dan orang pertama yang
memiliki kewajiban untuk mengasuhnya adalah kedua orang tuanya. Dalam
Kompilasi Hukum Islam bab XIV tentang pemeliharaan anak pasal 98

menjelaskan bahwa batas umur anak yang dianggap mampu berdiri sendiri

4 Sohari Sahrani H.M.A Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 2010), 215

> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah Jilid 3 Terj. Khairul Amru Harahap
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 666.
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atau sudah dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tidak mengalami cacat
fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.®

Apabila terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya, menurut
pasal 105 Kompilasi Hukum Islam seorang anak yang belum mumayyiz
merupakan hak ibunya. Mumayyiz sendiri dalam pasal ini dijelaskan bahwa
anak tersebut usianya belum menginjak 12 tahun. Huruf (c) dalam pasal ini
juga menjelaskan bahwa ayah menanggung biaya pemeliharaan anak
tersebut.’

Surat Al-Bagarah ayat 233 Allah Swt berfirman :

55555 548 gl Jesa o) 1 O sif e LS Gilis GRS pa S
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e (8531 Ghsiind O 2551 Digaagille p5 S6 jlag adis i 22 Yias IS D5e S5
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“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun
penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban
ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang
patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan
kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena
anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya.
Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih
(sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah
antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin
menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika
kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.
Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”®

® Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam. Pasal 98.
" Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam. Pasal 105
8 Al-Qur’an Dan Terjemahannya, 50.
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Penggunaan kata (<) 5y al-walidat seperti di atas berbeda dengan
kata (<)) ummahat yang merupakan bentuk jamak dari kata (37) umm.
Kata ummahat digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedang
kata al-walidat maknanya adalah para ibu, baik ibu kandung maupun bukan.
Hal ini berarti bahwa Air Susu Ibu, baik ibu kandung maupun bukan, adalah
makanan terbaik untuk bayi dua tahun. Namun demikian, tentunya Air Susu
Ibu kandung lebih baik dari selainnya. Ayat di atas memerintahkan kepada
para ibu untuk menyusukan anak-anaknya hingga dua tahun penuh.

Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan.
Penyusuan selama dua tahun itu walaupun diperintahkan, tetapi bukanlah
kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan “bagi yang
ingin menyempurnakan penyusuan.” Namun, menyusui anak hingga dua
tahun adalah anjuran yang sangat ditekankan. Seolah-olah hal itu
merupakan perintah wajib.®

Hadanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil. Sebab
seorang anak kecil membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan
urusannya dari orang yang mendidiknya. Dalam kaitan tersebut, maka
ibunyalah yang mempunyai kewajiban melakukan hadanah. Hal ini sesuai

dengan hadis di bawah ini :
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® Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an volume 1 (Jakarta:
Lentera Hati, 2005), 503.



29

“Dari Abdullah bin Amru RA, ia berkata: Bahwa seorang wanita
berkata: “Wahai Rasulullah sesungguhnya perutku ini adalah
sebagai wadah bagi anakku, payudaraku sebagai minuman baginya
dan pengasuhan yang aku lakukan sebagai perlindungan, tetapi
sesungguhnya ayahnya telah mentalak diriku dan ia ingin
memutuskan dariku.” Rasulullah SAW lalu bersabda kepadanya,
“Engkaulah (ibu) yang lebih berhak dengannya selagi engkau belum
menikah.”(H.R. Ahmad).'°
Menurut hadis di atas, para ulama menyepakati bahwa seorang ibu
lebih berhak dalam mengasuh anak daripada seorang ayah selagi ibu belum
belum menikah lagi. Apabila seorang ibu telah menikah lagi dan telah
berhubungan intim dengan suaminya yang kedua, maka hak pengasuhannya
gugur, karena dikhawatirkan ia telah sibuk mengurusi suami barunya.
Mendahulukan ibu atas ayah dalam hak pengasuhan merupakan hikmah dan
kemaslahatan yang mulia. Hal ini karena pengalaman dan pengetahuan serta
kesabaran terhadap anak merupakan sesuatu yang dimiliki oleh seorang
ibu.t
Oleh karena itu, peran ibu sangatlah penting dalam mengatur
kemaslahatan anak. Namun sebenarnya, dasar dalam masalah pengasuhan
anak adalah untuk seseorang yang memiliki rasa kasih sayang sehingga
mempunyai kemampuan untuk memelihara sosok yang lemah dan terbatas

seperti anak kecil. Sehingga Allah Swt menyiapkan bagi mereka hati yang

penuh kasih sayang. Jika seorang ibu kehilangan hak asuhnya, maka

10 Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2 Terj: Abdul Mufid Ihsan
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 47.

11 Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul Maram Jilid 6. (Jakarta: Pustaka Azzam,
2006), 67.
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seorang bibi dianggap memiliki posisi yang sama dengan ibu. Seperti

keterangan di bawah ini:
A e J65 G 52w o e o e Al B 58 2 e e
24

“Dari Al-Barra’ bin Azib r.a. bahwasannya Nabi SAW telah

memutuskan dalam perkara anak perempuan oleh Hamzah (dalam

perkara mengasuh) untuk bibinya (adik perempuan ibunya), dan
beliau bersabda, Bibi itu yang mengambil tempat ibunya.”(H.R.

Bukhari).*?

Berdasarkan hadis di atas, para ulama memprioritaskan ibu dalam
hal mengasuh anak. Apabila ibu tidak ada, maka bibi menempati posisi ibu,
karena seorang bibi memiliki sensitifitas yang kuat kepada anak-anak dari
saudaranya, sebagaimana adanya sensitifitas yang dimiliki oleh ibunya.
Kasih sayang keibuan ada pada seorang bibi. Seorang bibi merasa bahwa
berbuat baik kepada anak-anak saudara perempuannya berarti berbuat baik
kepada saudara perempuannya itu sendiri.*3

Rasulullah Saw bersabda:
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“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Pernah aku bersama-sama Nabi
Saw. Lalu datang seorang perempuan dan berkata, Ya Rasulullah!
Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan
sesungguhnya ia telah memberi minum dari sumur Abu Inabah. Dan
sungguh ia telah berjasa kepadaku. Maka Rasulullah Saw bersabda,

12 Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2 Terj: Abdul Mufid lhsan. 50.
13 Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul Maram Jilid 6. 77.
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Berundingkanlah kamu atas perkara anak itu. Maka suaminya
berkata, Siapakah yang berani menghalangi aku dengan anakku ini?.
Nabi Saw bersabda (kepada anak itu): Ini bapakmu dan ini ibumu.
Maka ambillah tangan di antara keduanya yang engkau kehendaki.
Lalu diambilnya tangan Ibunya, maka berjalanlah perempuan itu
dengan anaknya.” (H.R. Ahmad dan empat Imam Mazhab).'*
Apabila seorang anak sudah memasuki usia tamyiz (bisa
membedakan baik dan buruk) dimana ia sudah banyak melakukan aktivitas
sendirian, maka di sini hak ibu dan ayah berada di posisi yang sama. Anak
boleh memilih antara ibu dan ayahnya. Siapa yang dipilih oleh anak, maka
ia yang berhak mengasuhnya. Akan tetapi, menurut Ibnul Qayyim
pemilihan tidak dapat dilakukan kecuali terdapat kemaslahatan bagi anak.
Apabila ibu lebih dapat menjaga daripada ayah dan lebih dapat merubah
perilakunya, maka ibu lebih didahulukan daripada ayah dan tidak boleh
memutuskan berdasarkan pilihan anak, sebab anak memiliki otak yang
lemah dan terpengaruh dengan kepahlawanan. Apabila anak memilih hak
pengasuhan pada pembantunya, maka pada perkara ini pilihan anak tidak
boleh direalisasikan. Karena pada dasarnya pilihan hak asuh anak harus
mencari siapa yang lebih bermanfaat baginya.®
3. Syarat-syarat Hadanah
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hadanah adalah
hak setiap anak. Seorang anak berhak atas pengawasan, penjagaan,

pemeliharaan, yang mana tujuan dari semua itu adalah mewujudkan

kemaslahatan anak tersebut. Sebab mereka akan menjadi penolong bagi

14 Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2 Terj: Abdul Mufid Ihsan. 48.
15 Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul Maram Jilid 6. 72.
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orang tua di kala usia lanjut, dan dapat menyambung kehidupan orang tua
setelah wafat berupa amal kebaikan. Melihat begitu pentingnya pengasuhan
anak, maka ada persyaratan tertentu untuk dapat mengasuh anak.
Seorang ibu yang mengurus dan merawat anak kecil yang diasuhnya
disyaratkan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dalam
mengasuh anak. Tentunya, keahlian dan kemampuan tersebut
membutuhkan syarat-syarat tertentu. Jika salah satu syarat tersebut tidak
dipenuhi, maka seorang ibu asuh tidak dibenarkan meminta haknya untuk
mengasuh dan merawat anak.
Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Figh Sunnah menjelaskan
ada beberapa syarat bagi seorang ibu untuk mengasuh anak yang belum
mumayyiz :°
1. Berakal sehat. Seseorang yang akalnya tidak sempurna atau mengalami
gangguan jiwa tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak asuh. Hal
ini lantaran orang yang tidak sehat akalnya atau mengalami gangguan
jiwa dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu untuk mengurus
dirinya sendiri, apalagi mengurus seorang anak. Sehingga, bagi
seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memelihara dirinya
sendiri, maka tentunya dia juga tidak dapat memberikan seusatu kepada
orang lain.

2. Sudah dewasa. Bagi seorang anak baik dia sudah mumayyiz atau belum,

tentunya masih membutuhkan orang lain yang dapat mengawasinya.

16 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Jilid 3 Terj. Abu Aulia (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 673



33

Memiliki kemampuan untuk mendidik. Orang yang mengalami cacat
fisik atau mental seperti buta, rabun, mengidap penyakit menular, atau
menderita penyakit lainnya sehingga membuat dirinya tidak mampu
mengurus kepentingan anak kecil tidak boleh menjadi pengasuh.
Disyaratkan pula ia tidak sedang berusia lanjut sebab tentunya
seseorang yang sudah dikategorikan sebagai lansia membutuhkan
bantuan orang lain.

Memiliki sifat amanah dan bermoral. Sebab, seorang perempuan yang
fasik dan tidak memiliki sifat amanah dalam mengurus anak kecil, maka
sulit baginya untuk bertanggung jawab dalam mengurusi anak dengan
baik. Ditakutkan pula, anak yang di bawah asuhannya akan mewarisi
sifat dan karakter buruknya.

Beragama Islam. Anak-anak yang beragama Islam tidak diperkenankan
untuk diasuh oleh pengasuh yang tidak beragama Islam sebab
pengasuhan berkaitan erat dengan masalah perwalian.

Belum menikah. Jika ibu dari anak tersebut telah menikah dengan laki-
laki lain, maka hak asuhnya gugur. Tetapi, jika dia menikah dengan
laki-laki yang masih memiliki pertalian keluarga dengan anak belum
mumayyiz tersebut, seperti paman dari pihak ayahnya, maka hak asuh
tidak digugurkan darinya. Hal ini disebabkan karena paman masih
memiliki hak dalam masalah asuh, di samping memiliki pertalian

kekeluargaan dengan anak tersebut.
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7. Merdeka. Hal ini menjadi syarat untuk mengasuh karena seorang
hamba sahaya akan lebih disibukkan dengan pekerjaan dan tugas yang
diberikan oleh tuannya. Sehingga dikhawatirkan akan melalaikan
tugasnya untuk mengasuh anak kecil.

Berkaitan dengan salah satu syarat seorang hadin harus beragama
Islam, para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Menurut
Mazhab Hanafi, Ibnu al-Qasim dari Mazhab Maliki dan Abu Tsaur
berpendapat bahwa hak asuh tetap boleh dilakukan oleh pengasuh kafir
selama si anak kecil tersebut tetap beragama Islam karena menurut pendapat
ini pengasuhan tidak lebih dari sekadar menyusui dan mengurus. Kedua
perkara ini dapat dilakukan oleh perempuan kafir.!’

Meskipun mazhab Hanafi menganggap orang kafir mempunyai hak
asuh, tapi disatu sisi mereka juga menetapkan syarat-syarat lain. Yaitu
bukan kafir karena murtad. Karena orang kafir yang disebabkan murtad
menurut mazhab Hanafi mesti dipenjara. Sampai dia mau bertaubat dan
kembali pada ajaran Islam atau mati dipenjara. Oleh sebab itu dia tidak
boleh diberi peluang untuk mengasuh anak kecil sepanjang ia belum
bertaubat dan kembali pada Islam.*®

4. Urutan Orang yang Berhak Melakukan Hadanah
Para fukaha terkadang mengedepankan salah satu di antara orang-

orang yang berhak mengurus hadanah anak berdasarkan kemaslahatan anak

17 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Jilid 3 Terj. Abu Aulia. 675.
18 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Jilid 3 Terj. Abu Aulia. 676.
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yang dipelihara. Dalam hal ini maka fukaha mengutamakan kaum wanita
untuk mengurus hadanah karena wanita dianggap lebih lembut, kasih
sayang, dan sabar dalam mendidik. Kemudian salah satu dari mereka dipilih
yang dianggap paling dekat dengan anak yang dipelihara. Setelah itu baru
memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki.
Untuk menentukan seseorang yang dianggap mampu membawa
kemaslahatan seperti yang telah dijelaskan di atas, terdapat perbedaan
pandangan dari para ulama. Orang yang berhak mengurus hadanah
terkadang hanya kaum perempuan saja, terkadang juga hanya untuk kaum
laki-laki saja. Kadang juga untuk kedua-duanya bergantung pada usia anak
yang akan dipelihara.
Urutan orang yang berhak untuk menjadi zadin menurut pendapat
ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali:®
1. Mazhab Hanafi : Hak itu secara berturut-turut dialinkan dari ibu
kandung kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan
kandung, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara perempuan, anak
perempuan saudara laki-laki, bibi dari pihak ayah.

2. Mazhab Maliki : Hak asuh diberikan dari ibu kandung kepada ibunya
ibu dan seterusnya ke atas, bibi dari pihak ibu, ibunya ayah dan
seterusnya, saudara perempuan kandung, bibi dari pihak ayah, anak

perempuan saudara laki-laki, penerima wasiat.

19 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah Jilid 3 Terj. Khairul Amru Harahap.
668.
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Mazhab Syafi’i : Hak asuhan secara berturut-turut adalah ibu
kandung, ibunya ibu dan seterusnya ke atas, ayah, ibunya ayah, saudara
perempuan, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak
perempuan saudara perempuan, bibi dari ayah, kerabat yang masih
menjadi mahram bagi anak dari pihak ibu dan ayah.

Mazhab Hanbali: Hak asuh berturut-turut dari ibu kandung kepada
ibunya ibu dan seterusnya ke atas, ayah, ibunya ayah, kakek dan ibu
kakek, saudara perempuan kandung, bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak
ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, kemudian kerabaat yang
paling dekat.

Table 1. Urutan orang yang berhak untuk melakukan hadanah

Mazhab Mazhab Mazhab Mazhab
Hanafi Maliki Syafi'i Hanbali
Ibu kandung Ibu kandung Ibu kandung Ibu kandung
Ibunya ibu dan | Ibunya ibu dan | Ibunya ibu dan
Ibunya ibu seterusnya ke | seterusnya ke | seterusnya ke
atas atas atas
Ibunya ayah :?)'l?' dari jalur Ayah Ayah
Saudara Ibunya ayah
perempuan dan seterusnva Ibunya ayah Ibunya ayah
kandung y
Bibi dari pihak Saudara Saudara Kakek dan ibu
. perempuan
ibu K perempuan kakek
andung
Anak Saudara
perempuan Bibi dari pihak | Bibi dari pihak eremouan
dari saudara ayah ibu ﬁ P
andung
perempuan
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Anak Anak Anak
perempuan perempuan perempuan Bibi dari pihak
dari saudara saudara laki- saudara laki- ibu
laki-laki laki laki
Anak
Bibi dari pihak | Penerima perempuan Bibi dari pihak
ayah wasiat saudara ayah
perempuan

Anak
Bibi dari ayah | perempuan
saudara laki-laki

Kerabat yang

masih menjadi | Kalangan
mahram bagi kerabat yang
anak dari ibu paling dekat
dan ayah

Kompilasi Hukum Islam Bab XVII bagian ketiga akibat perceraian pasal
156 menjelaskan pihak pihak yang berhak menjadi pengasuh bagi anak yang
belum mumayyiz apabila ibunya telah meninggal.?°

Urutannya yakni pertama adalah dari ibunya. Tetapi, apabila ibunya telah
meninggal dunia, maka kedudukan ibu akan digantikan oleh wanita-wanita
dalam garis lurus ke atas dari pihak ibu. Kedua, ayah berhak mendapatkan
hak asuh apabila ibu dan wanita dalam garis lurus ke atas dari pihak ibu
tidak ada. Setelah ayah maka selanjutnya wanita dalam garis lurus ke atas
dari pihak ayah. Apabila ketiga pihak tersebut tidak ada sama sekali, maka

yang berhak adalah saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, dan

20 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam. Pasal 156.
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menurut pasal ini orang yang mempunyai hak paling akhir untuk mengasuh
anak yang belum mumayyiz adalah saudara menyamping dari ayah.?

Lebih lanjut dalam pasal ini dijelaskan dalam huruf (b) bahwa
apabila anak sudah mumayyiz maka ia berhak memilih mendapatkan
hadanah dari ayahnya atau ibunya. Sedangkan dalam huruf (c) jika
pemegang hadanah tidak bisa menjamin kesejahteraan, keselamatan
jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkahnya telah dicukupi, maka
Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain
yang memiliki hak hadanah pula.??

Munculnya perbedaan pandangan ulama terkait dengan urutan orang
yang berhak melakukan /adanah disebabkan tidak adanya dalil gath i yang
secara tegas membahas permasalahan ini. Hanya saja, dapat disimpulkan
bahwa keempat imam mazhab ini lebih mendahulukan kalangan kerabat
dari pihak ibu dibandingkan kalangan kerabat dari pihak ayah dalam tingkat
kekerabatan yang sama, semisal mendahulukan nenek dari pihak ibu
daripada nenek dari pihak ayah. Termasuk pula dalam Kampilasi Hukum
Islam. Yang mana kerabat perempuan diutamakan daripada kerabat laki-
laki.

5. Upah Hadanah
Upah pengasuhan anak sama seperti upah penyusuan anak. Seorang

ibu tidak mempunyai hak untuk menerima upah pengasuhan apabila dia

21 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.
22 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.
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masih menjadi istri dari bapak anak kecil tersebut atau masih dalam masa
‘iddahnya. Sebab, saat seseorang masih berstatus sebagai istri maka ia
masih berhak menerima nafkah dari suaminya. Pun jika terjadi perceraian,
istri juga masih berhak untuk mendapat nafkah selama masa ‘iddah.?

Lain halnya jika masa ‘iddah sudah habis, maka ibu berhak
menerima upah pengasuhan anak sebagaimana dia berhak menerima upah
menyusui anak.

Allah Swt telah berfirman dalam surat At-Talaq sebagai berikut:
ele A0 & Sl 557 0p el el BT 5 188 1 B B 2 AL
Gl el 58 g Sy 1S il Al BRI o Al B0 Gl s 5

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika
mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah
kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian
jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah
imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu

(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui

kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh

menyusukan (anak itu) untuknya.”?*

Ayat di atas menerangkan bahwa seorang istri yang sudah dicerai
dan sedang dalam masa kehamilan, baik perceraian tersebut memungkinkan

untuk rujuk ataupun ba’in, maka suami wajib memberi nafkah sepanjang

masa kehamilan hingga proses persalinan. Jika istri tersebut sedang

23 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Jilid 3 Terj. Abu Aulia. 678.
24 Al-Qur’an Dan Terjemahannya., 826
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menyusui anak dari mantan suaminya, maka suami wajib memberi nafkah
dalam masa menyusui itu.?®
6. Masa Hadanah
Para ulama telah sepakat bahwa masa hadanah dimulai sejak
kelahiran anak sampai anak tersebut mumayyiz. Namun, setelah itu, para
ulama berbeda pendapat mengenai penentuan batas usia sehingga seorang
anak dikategorikan tamyiz atau mampu mengurus dirinya sendiri.

Berikut pendapat ulama mengenai masa hadanah:*

1. Mazhab Hanafi : Mazhab Hanafi berpendapat anak laki-laki masa
asuhan adalah tujuh tahun dan perempuan sembilan tahun.

2. Mazhab Syafi’i : Tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap
tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah
tinggal bersama ibu atau ayahnya. Kalau si anak sudah sampai pada
tingkat ini, maka anak tersebut harus memilih apakah tinggal bersama
ibu atau ayahnya. Kalau seorang anak laki-laki memilih tinggal
bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam
hari dan dengan ayahnya di siang hari agar ayahnya bisa mendidiknya.
Sedangkan bila anak itu anak perempuan dan memilih tinggal bersama
ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam.

Tetapi bila si anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya, maka

25 Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an. 303.
% Muhammad Jawad Mughinyah, Figih Lima Mazhab Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera
Basritama, 2000), 417
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dilakukan undian, bila si anak perempuan hanya diam dan tidak
memberikan pilihan, maka dia ikut bersama ibunya.
3. Mazhab Maliki : Masa asuh anak laki-laki adalah sejak dilahirkan
hingga baligh, sedangkan anak perempuan hingga menikah.
4. Imam Hanbali : Masa asuh anak laki-laki dan perempuan adalah
tujuh tahun. Sesudah itu si anak disurun memilih apakah tinggal
bersama ibu atau ayahnya, dan selanjutnya anak tersebut akan tinggal

bersama orang yang dipilihnya itu.

Table 2. Masa hadanah menurut para ulama

Mazhab Hanafi | Mazhab Syafi'i | Mazhab Maliki | Vazhab
Hanbali
Tinggal bersama
Anak laki-laki ibunya sampai Anak laki-laki Anak laki-laki
tujuh tahun, anak | bisa menentukan | diasuh sejak dan perempuan
perempuan memilih tinggal | dilahirkan diasuh selama
sembilan tahun bersama ibu atau | hingga baligh tujuh tahun
bapak
Jika anak laki-
laki memilih
tinggal bersama
ibunya, maka di | Anak
malam hari perempuan

bersama ibunya
dan di siang hari
bersama
ayahnya

hingga menikah

Jika memilih
tinggal bersama
ibu dan bapak,
maka dilakukan
undian.
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B. Hak Asuh Anak Perspektif Hukum Positif

1. Pengertian Hak Asuh Anak

KUHPerdata mengenal istilah hadanah dengan pengasuhan atau
perwalian. Secara definisi, hak pengasuhan merupakan hak kekuasaan
orang tua untuk mengasuh anaknya dan merupakan kewajibannya pula
terhadap anak.?’

Namun, dalam hukum perdata tidak mengenal istilah mumayyiz.
Istilah tersebut dalam KUHPerdata diartikan sebagai “belum dewasa”.
Tentang kebelumdewasaan ini diatur dalam bab lima belas KUHPerdata dan
disebut dengan minderjarig.?® Definisi dari “kebelumdewasaaan” adalah
mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan belum
melakukan perkawinan.

Lebih lanjut, dijelaskan pula bahwa pengasuhan atau pemeliharaan
anak ini berarti pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian, dan perawatan
bila anak tersebut sakit. Sedangkan pendidikan terhadap anak adalah
mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial, sehingga Ia dapat tumbuh

mandiri di kemudian hari.®

2" Aini Sahara Irfan Islami, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (hadanah)
Pasca Perceraian,” Aidil: Jurnal Hukum Vol. 10 No. 1 (2020), 7

28 Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang Dan Keluarga (Surabaya: Airlangga University Press,
2008), 150

29 Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang Dan Keluarga.
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2. Kedudukan anak

Hukum perdata bab dua belas tentang kebapakan dan keturunan

anak mengklasifikasikan status anak menjadi beberapa bagian, yaitu:°

a.

Anak sah merupakan tiap-tiap anak yang dilahirkan selama perkawinan
yang sah dan dibuktikan melalui adanya akta nikah.

Anak luar kawin. Definisi dari Anak luar kawin menurut hukum perdata
adalah anak yang lahir dari orang tua yang tidak ada larangan untuk
menikah serta ayah atau ibu tidak sedang berada dalam ikatan
perkawinan lain. Apabila orang tuanya kemudian menikah dan
mengakui kehadiran anak tersebut, maka kedudukan anak tersebut
menjadi sah dan dapat dicantumkan pada akta perkawinan. Menurut
pasal 280 KUHPerdata, dengan adanya pengakuan yang dilakukan
terhadap seorang anak luar kawin, maka hal ini menimbulkan hubungan
perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Artinya, hubungan perdata
timbul antara anak luar kawin dengan ayah ibunya ketika orang tuanya
tersebut mengakui secara sah. Sehingga, dari pengakuan terhadap anak
oleh bapak ibunya timbul akibat hukumnya. Seperti ayah atau ibunya
wajib memberikan nafkah kepada orang tua yang mengakuinya.

Anak zina. Menurut hukum perdata, definisi dari anak zina adalah anak
yang dilahirkan dari seorang perempuan, sedangkan salah satu dari
perempuan atau laki-laki tersebut masih terikat hubungan perkawinan

dengan orang lain.

30 Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang Undang Hukum Perdata Terj. R. Subekti (Balai Pustaka,

2018), 62
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d.  Anak sumbang. Adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang
laki-laki dan perempuan, yang antara kedua-duanya berdasarkan
ketentuan dalam KUHPerdata pasal 31 terdapat larangan untuk saling
menikahi 3!

3. Kekuasaan orang tua

Kekuasaan orang tua dalam KUHPerdata diatur dalam bab XIV
tentang akibat-akibat kekuasaan orang tua terhadap pribadi si anak. Seorang
anak berapapun usianya wajib menghormati kedua orang tuanya.

Sebaliknya juga, orang tua mempunyai hak untuk mengasuh dan
berkewajiban mendidik anaknya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 299 bahwa
selama perkawinan orang tuanya, seorang anak hingga ia berumur dewasa
masih dalam naungan kekuasaan kedua orang tuanya.*

Jika orang tua kehilangan hak untuk mengasuh, hal itu tidak lantas
membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberikan pembiayaan
terhadap anak-anak mereka. Mereka tetap mempunyai kewajiban untuk
melaksanakan hal tersebut.

Berdasarkan aturan di atas, maka dasar-dasar kekuasaan orang tua
meliputi dua hal, yakni:®
a. Kekuasaan orang tua berada pada pada kedua orang tua dan tidak hanya

pada ayah saja.

31 Sandra Bowontari, “Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat
Hukumnya,” Lex Privatum Vol. VIII No. 4 (April 2019).

32 Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang Undang Hukum Perdata Terj. R. Subekti. Pasal 299.

33 Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang Dan Keluarga. 201.
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b. Kekuasaan orang tua ada sepanjang perkawinan masih berlangsung dan
bila perkawinan berakhir, maka kekuasaan orang tua juga berakhir;

c. Kekuasaan orang tua ada sepanjang orang tua menjalankan
kewajibannya terhadap anak-anaknya dengan baik.

Seorang ayah atau ibu dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tua,
karena ia tidak cakap atau tidak mampu untuk memelihara dan atau
mendidik anak-anaknya karena beberapa sebab, antara lain:3*

a. Ketidakcakapan atau tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dan
memelihara dan mendidik anak-anaknya (pasal 319a ayat 1
KUHPerdata)

b. Kepentingan anak-anak.

c. Ayah atau ibu yang menjalanakan kekuasaan orang tua tidak
mengadakan perlawanan. Maksudnya, apabila terjadi sengketa diantara
kedua orang tua, dan salah satu dari mereka mengajukan perlawanan,
maka ayah atau ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua tersebut
tidak dapat dibebaskan dari kekuasaan tersebut.

Orang tua dapat dipecat dari hak kekuasaanya karena alasan-alasan
yang mengandung kesalahan yang dilakukan oleh ayah atau ibu yaitu:®
a. Menyalahgunakan kekuasaan orang tua.

b. Sangat mengabaikan dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-
anaknya.

c. Berkelakuan buruk.

3 Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang Dan Keluarga. 213.
% Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang Undang Hukum Perdata Terj. R. Subekti.
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d. Dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena dengan sengaja ikut serta melakukan suatu
kejahatan dengan seorang anak yang masih minderjarig yang berada di
bawah kekuasannya.

e. Dijatuhi pidana badan lebih dari dua tahun.

4. Hak asuh anak pasca perceraian

Putusnya ikatan perkawinan melalui perceraian hal ini menimbulkan
akibat hukumnya yakni berakirnya kekuasaan orang tua untuk digantikan
perwalian. Pasal 229 ayat 1 Bourgerlijk Wetboek menentukan bahwa
setelah mendengarkan pendapat dan pikiran orang tua serta sanak keluarga
sedarah dari anak-anak yang masih belum dewasa dan putusan perceraian
sudah dijatuhkan, maka pengadilan kemudian memutuskan masalah yang
berkaitan dengan siapa di antara orang tuanya yang berhak melakukan
perwalian. Bila kekuasaan orang orang tua sudah dihentikan atau
dibebaskan maka ia tidak dapat menjadi wali.®®

Masalah perwalian ini diserahkan kepada hakim untuk menentukan
pihak mana yang berhak untuk menjadi wali dari anak tersebut. Dalam
rangka penunjukkan wali ini, hakim harus memperhatikan kepentingan si
anak itu sendiri karena anak tersebut masih di bawah umur dan selalu
membutuhkan ibunya. Oleh karena itu, pada umumnya si ibu akan diangkat

sebagai wali. Akan tetapi tidak berarti bahwa ibu akan selalu diangkat

3 Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang Dan Keluarga. 151.
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sebagai wali sebab bila kelakuan ibu buruk sekali, maka demi kepentingan
anak, ayah akan diangkat sebagai walinya. 3

Pasal 229 ayat (2) KUHPerdata, dinyatakan bahwa ketetapan hakim
mengenai pihak yang akan diangkat sebagai wali tidak berlaku terlebih
dahulu sebelum putusan tentang perceraian itu mempunyai kekuatan hukum
tetap. Selanjutnya dikatakan bahwa orang tua yang tidak diangkat sebagai
wali dan tidak hadir untuk memenuhi panggilan pengadilan mempunyai hak
untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 30 hari. Ayat ke 4
dari pasal ini memberikan kemungkinan kepada orang tua yang tidak
ditunjuk sebagai wali atau yang perlawanannya ditolak untuk mengajukan
banding dalam tenggang waktu 30 hari.®®

Sementara itu, jika keadaan terjadi sebaliknya, pasal 230
KUHPerdata memberikan kemungkinan untuk meminta perubahan atas
ketetapan perwalian yang telah diputuskan. Permohonan perubahan wali
tersebut hanya bisa dilakukan oleh salah satu atau kedua orang tua itu.
Sebelum mengadakan perubahan, hakim akan memanggil kedua orang tua,
sanak keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang masih di bawah
umur.

Pada prakteknya, pengangkatan wali bagi ibu atau ayah tidak jarang
merupakan perebutan anak yang berlangsung sengit. Hal ini karena anak
merupakan hal yang tetap diutamakan walau terjadi perceraian. Hubungan

antara suami dengan istri boleh berakhir, namun hubungan antara orang tua

37 Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang Dan Keluarga.
38 Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang Undang Hukum Perdata Terj. R. Subekti. Pasal 229.
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dengan anak masih tetap berlangsung. Pasal 298 ayat (2) KUHPerdata
menentukan bahwa baik ayah atau ibu tetap wajib membiayai pemeliharaan
dan pendidikan anak. Jika pada pengangkatan wali menurut pasal 229
KUHPerdata terdapat kekhawatiran bahwa ayah atau ibu tidak dapat
memberikan nafkah secukupnya pada anak, maka Pengadilan dapat
membuat ketetapan mengenai jumlah nafkah anak yang harus dibayarkan

untuk keperluan tumbuh kembang anak tersebut.



BAB I
PUTUSAN PERKARA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
TENTANG HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYI1Z AKIBAT CERAI
GUGAT
(Studi Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2022/PA. Kab. Kdr)

A. Deskripsi Perkara

Deskripsi perkara ini memparakan duduk perkara cerai gugat dan sengketa
hak asuh anak antara PR, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat tinggal di Dusun Darungan Krajan RT. 02 RW. 02 Desa
Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri yang bertindak sebagai
penggugat. Pihak tergugat adalah mantan suaminya yakni ADS, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Desa Tiru
Kidul Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

PR dan ADS sebelumnya telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum’at
tanggal 16 November 2018 yang tercantum dalam kutipan akta nikah yang
diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare. Setelah
menikah, keduanya kemudian membina rumah tangga dan hidup sebagai suami
istri serta dikaruniai seorang anak bernama HDPP yang berusia 2 tahun 6 bulan.
Tetapi, perjalanan pernikahan antara PR dan ADS tidak semulus seperti pada

umumnya perkawinan yang dicita-citakan.

! Salinan putusan hadanah, Nomor 633/Pdt.G/2022/PA. Kab. Kdr, Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri, 2022.
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Pertengkaran antara PR dan ADS bermula sejak bulan Mei tahun 2021.
Penyebabnya, tergugat dalam hal ini ADS yang merupakan suami dari PR dan
merupakan kepala keluarga, dinilai tidak dapat dijadikan sebagai contoh dan
teladan yang baik untuk memimpin keluarganya. Hal tersebut disebabkan
karena tergugat sering minum-minuman keras bahkan tidak jarang tergugat
melakukan tindakan kekerasan fisik dan berkata kasar kepada penggugat.?

Selain itu, antara penggugat dan tergugat tidak ada kesepakatan dalam
menentukan tempat tinggal bersama dimana penggugat tidak kerasan tinggal
di rumah orang tua tergugat. Demikian juga tergugat tidak kerasan tinggal di
rumah orang tua penggugat.

Orang tua tergugat juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga
antara penggugat dan tergugat. bahkan sampai mengusir penggugat dari tempat
tinggal bersama. Akibat perselisinan dan pertengkaran tersebut, penggugat
diusir oleh tergugat dari tempat tinggal bersama sejak bulan Mei tahun 2021
hingga perkara cerai gugat tersebut diajukan atau terhitung selama 6 bulan.
Karena pertengkaran dan berbagai masalah yang timbul dalam rumah tangga
antara penggugat dan tergugat seperti yang dipaparkan di atas, akhirnya pada
11 November 2021 pengugat melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri.

Sebagai bukti dalil gugatannya, PR mengajukan saksi-saksi sebagai bukti
atas dalil gugatannya. Saksi yang diajukan oleh PR pun mengatakan hal yang

serupa dengan apa yang didalilkan oleh PR.

2 Galinan putusan cerai gugat, Nomor 3424/Pdt.G/2021/PA. Kab. Kdr, Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri, 2021.
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Pihak tergugat yakni ADS selama persidangan tidak pernah hadir, juga tidak
menyuruh orang lain untuk mewakili atau kuasanya yang sah, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa
disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri lalu akhirnya memutus kasus perceraian antara penggugat dan tergugat
dijatuhkan dengan putusan verstek.

Perceraian antara penggugat dan tergugat masih menyisakan akibat
hukumnya. Yakni hak pengasuhan HDPP yang usianya 2,6 tahun atau belum
mumayyiz dimana menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 bahwa hak asuh
anak belum mumayyiz jatuh kepada ibunya.

Selama proses perceraian hingga putusan perceraian berkekuatan hukum
tetap, HDPP berada dalam asuhan orang tua tergugat. Hal ini membuat PR
sebagai ibu kandungnya keberatan akan hal tersebut. Dia kemudian
mengajukan gugatan tentang hak asuh anak yang belum mumayyiz yang
bernama HDPP ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan ADS sebagai
pihak tergugat.

Bedanya, pada sidang hak asuh anak ini ADS hadir. Dimana sebelumnya
pada sidang gugatan cerai ia tidak hadir sama sekali meskipun telah dipanggil
secara patut.

. Isi Penetapan Hakim PA. Kab. Kdr No. 633/Pdt.G/2022/PA. Kab. Kdr

Kasus cerai gugat antara PR dan ADS seperti yang dipaparkan di atas masih
menimbulkan akibat hukum tentang pengasuhan HDPP yang umurnya 2,6

tahun atau belum mumayyiz.
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HDPP yang sejak proses perceraian berlangsung hingga perkara hak asuh
anak ini diajukan berada di bawah naungan tergugat/ibu tergugat membuat PR
selaku ibu kandungnya keberatan.

PR akhirnya mengajukan gugatan hak asuh anak atas nama HDPP dengan
pihak tergugat ADS pada 3 Februari 2022 di Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri.

Sebagai pengadilan di tingkat pertama, Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri lalu memeriksa perkara tersebut dan telah menjatuhkan putusan dengan
uraian sebagai berikut:®

1. Argumen Penggugat dan Tergugat
a. Dalil gugatan penggugat

Penggugat yakni PR telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 3
Februari 2022 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kabupaten Kediri dengan nomor perkara 633/Pdt.G/2022/PA.

Kab. Kdr dengan uraian dalil gugatan sebagai berikut :
1) PR sebagai pihak penggugat dan ADS sebagai tergugat mulanya
merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada 16
November 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare
dengan bukti akta nikah nomor 0XXX/034/X1/2018 bertanggal

16 November 2018 dan kemudian bercerai pada 15 Desember

% Salinan putusan hadanah, Nomor 633/Pdt.G/2022/PA. Kab. Kdr, Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri, 2022.
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2021 dan dibuktikan dengan adanya penetapan Pengadilan
Agama Kabupaten kediri nomor 3409/AC/2021/PA. Kab. Kdr.
Selama hidup 3 tahun sebagai pasangan suami istri, PR dan ADS
telah dikaruniai seorang anak bernama HDPP berumur 2,6 tahun.
HDPP selama ini diasuh oleh orangtua tergugat, hal ini membuat
penggugat keberatan.

Penggugat dalam hal ini merasa keberatan dengan pengasuhan
anak tersebut. Karena sifat dan perilaku orang tua tergugat yang
melarang penggugat untuk mengasuh anak. Penggugat khawatir
dengan masa depan HDPP, sehingga penggugat memerlukan
penetapan hak asuh ini.

Atas berbagai hal tersebut, penggugat membutuhkan penetapan
hak asuh anak bernama HDPP untuk mengurus keperluan anak di
masa depan. Baik administrasi sekolah, administrasi
kependudukan, dan lain sebagainya.

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Atas dalil gugatan tersebut, penggugat memohon kepada yang
terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,
untuk menetapkan hak asuh anak tersebut kepada penggugat.
Serta memberikan amar putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
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2) Untuk menetapkan anak dari penggugat dan tergugat bernama
HDPP bin ADS yang lahir di Kediri pada 19 Agustus 2019, yang
saat ini usianya 2 tahun 6 bulan berada dalam hak asuh penggugat.

3) Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Pada hari sidang yang telah ditentukan pihak penggugat dan tergugat hadir.
Sesuai hukum acara yang berlaku, maka agenda sidang pertama adalah mediasi
antara pihak penggugat dan tergugat.

Majelis hakim lalu meminta keduanya untuk melakukan mediasi terlebih
dahulu. Usaha mediasi ini dilakukan oleh mediator bersertifikat non hakim
yakni H. Masruri Syuhada, S.H., M.H. Namun usaha mediasi tersebut ternyata
tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator pada tanggal 24 Februari 2022.

Setelah mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan. Agenda
sidang kedua ini adalah pembacaan gugatan oleh penggugat. PR sebagai
penggugat kemudian membacakan dalil gugatannya yang isinya seperti apa
yang telah diuraikan di atas serta tidak ada perubahan.

Jawaban tergugat atas gugatan

Atas gugatan yang diajukan oleh penggugat, tergugat menyampaikan
jawabannya secara lisan dengan membenarkan sebagian isi dalil gugatan
namun juga membantah sebagian isi dari gugatan tersebut. Dengan diuraikan
sebagai berikut :

a) Tergugat membenarkan bahwa dulunya penggugat dan tergugat
merupakan suami istri yang mempunyai seorang anak bernama HDPP bin

ADS yang berumur 2 tahun 6 bulan.
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b) Tergugat membantah dalil gugatan yang mengatakan bahwa HDPP diasuh

oleh orang tua tergugat setelah keduanya bercerai. Menurutnya, yang
benar adalah bahwa tergugat sendiri yang memelihara anak tersebut.
Hanya saja ketika tergugat bekerja, ibunyalah yang memelihara, karena
ibu tergugat ikut tinggal bersama tergugat. Setelah tergugat kembali
bekerja maka anak tersebut kembali diasuh oleh tergugat.

Mengenai keinginan penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak
bernama HDPP, tergugat merasa keberatan. Karena menurut tergugat,
penguggat dianggap kurang memiliki sifat perhatian dan rasa kasih sayang
terhadap anak. Sehingga tergugat khawatir jika hak asuh anak diberikan

kepada penggugat maka anak tidak dapat terawat dengan baik.

Replik penggugat

Setelah pihak penggugat menyampaikan dalil gugatan dan tergugat

menjawabnya, maka selanjutnya adalah replik dari pihak penggugat. Replik

merupakan jawaban balasan atas jawaban tergugat. Penguggat menyampaikan

replik secara lisan dengan jawaban sebagai berikut:

a)
b)

Penggugat tetap berpegang pada dalil gugatannya.

Penggugat membantah jawaban tergugat yang mengatakan ia hanya
mengunjungi anak sebanyak 3 kali. Menurutnya, sejak anak dipelihara
oleh tergugat ia telah menemui anak kandungnya tersebut sebanyak 5 kali.
Penggugat juga membenarkan jawaban tergugat yang mengatakan bahwa

ia tidak memperhatikan anak yang menangis ketika penguggat ingin
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pulang setelah menemui anak tersebut. Namun, hal ini disebabkan karena
penggugat kesal tidak diizinkan tergugat untuk memelihara HDPP.

Duplik tergugat

Atas replik yang dibacakan lisan oleh penggugat, tergugat juga
menyampaikan dupliknya yang dibacakan lisan dengan isi duplik tetap pada
jawabannya.

Pembuktian penggugat

Setelah pembacaan gugatan, jawaban dari tergugat, replik dan duplik. Maka
selanjutnya adalah pembuktian dari masing-masing pihak. Berikut pembuktian
dari pihak penggugat :

Bukti surat :

a) Bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk bernomor 350617440496 XXXX
atas nama PR yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri pada 8
April 2019 yang telah bermaterai dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya
(bukti P.1).

b) Bukti fotokopi akta cerai nomor 3409/AC/2021/PA. Kab. Kdr. yang
diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada 15 Desember
2021 yang telah diberi materai dan dicocokkan sesusai aslinya (bukti P.2).

c) Bukti fotokopi Kartu Keluarga bernomor 350610030319XXXX atas nama
ADS dan PR yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri pada 3
September 2019 yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya

(bukti P.3).
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d) Bukti fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3506-LU-03092019-XXXX
atas nama HDPP yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada 3 September 2019 yang telah
diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4).

Bukti Saksi :

a) Terdapat 2 orang saksi yang diajukan oleh pihak penggugat. Pertama
bernama Hrnt bin Sulianto. Identitas saksi sendiri ia berumur 40 tahun,
tinggal di Dusun Jombangan RT. 002 RW 012 Desa Tertek Kecamatan
Pare Kabupaten Kediri. la kemudian diambil sumpahnya untuk menjadi

saksi dan menerangkan sebagai berikut :

Saksi mengenal penggugat karena saksi adalah kakak kandung dari

penggugat.

- Penggugat dan tergugat dulunya merupakan suami istri yang sah. Dari
pernikahan keduanya telah lahir 1 orang anak bernama HDPP yang
berusia 2 tahun 6 bulan. Namun, penguggat dan tergugat bercerai pada
tahun 2021.

- Selama penggugat dan tergugat bercerai, HDPP berada dalam asuhan
tergugat.

- Menurut keterangan saksi anak tersebut selama ini diasuh oleh
tergugat kondisinya baik dan sehat.

- Penggugat yang merupakan adik kandung saksi diketahui sangat ingin

memelihara HDPP yang merupakan anak kandungnya, namun

tergugat tidak memperbolehkan.
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Semenjak terjadi perceraian, penggugat telah 5 kali menemui
anaknya, namun hanya diperbolehkan menjenguk dan mengajak
bermain saja, tidak dibolehkan membawa pulang ke rumah orang tua
penggugat.

Penggugat bekerja di Pabrik Playwood.

Ibu penggugat sudah meninggal, sedangkan ayahnya masih hidup.
Penggugat memiliki kakak perempuan bernama TW binti Salianto.
Saksi mengetahui jika penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak
ini untuk keperluan pendidikan sang anak.

b) Saksi kedua yang diajukan oleh penggugat adalah TW binti Salianto.
Identitas saksi sendiri ia berumur 39 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Rejosari
RT.002 RW. 009 Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. la
kemudian diambil sumpahnya untuk menjadi saksi dan menerangkan
sebagai berikut :

Saksi mengenal penggugat karena saksi adalah kakak kandung
penggugat.

Penggugat dan tergugat dulunya adalah suami istri yang sah serta
dikaruniai seorang anak bernama HDPP yang berusia 2 tahun 6 bulan.
Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2021.

Sejak penggugat dan tergugat bercerai, anak tersebut berada dalam

asuhan tergugat.
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- Selama diasuh oleh tergugat, sepengetahuan saksi anak tersebut dalam
keadaan baik dan sehat.

- Semenjak terjadi perceraian, penggugat telah 5 kali menemui
anaknya, namun hanya diperbolehkan menjenguk dan mengajak
bermain saja, tidak dibolehkan membawa pulang ke rumah orang tua
penggugat.

- Penggugat merupakan karyawan di pabrik Playwood yang bekerja
mulai pukul 7 pagi hingga 4 sore.

- Penggugat saat ini tinggal bersama ayah penggugat dan saksi.

- Saksi mengetahui jika penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak
ini tidak lain untuk keperluan dan kepentingan anak itu sendiri.*

f.  Pembuktian tergugat
Setelah penggugat mengajukan bukti gugatannya, selanjutnya pihak
tergugat mengajukan bukti untuk meneguhkan jawabannya yang diuraikan
sebagai berikut:
Bukti saksi :
a) Saksi pertama yang diajukan oleh tergugat adalah Smtn binti Wagiran.
Saksi berumur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, bekerja sebagai
Penjual Sayur, bertempat tinggal di Dusun Krawasan Kidul RT 003 RW

001 Desa Tiru Kidul Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Untuk menjadi

4 Salinan putusan hadanah, Nomor 633/Pdt.G/2022/PA. Kab. Kdr, Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri, 2022..
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saksi ia diambil sumpahnya terlebih dahulu dan menerangkan sebagai

berikut:

Hubungan saksi dengan tergugat adalah saksi merupakan ibu kandung
tergugat.

Saksi mengenal penggugat karena saksi adalah mantan istri tergugat.
Tergugat dan penguggat telah bercerai sejak 2021.

Dari pernikahan antara tergugat dan penggugat, telah lahir seorang
anak bernama HDPP yang berumur 2 tahun 6 bulan.

Semenjak penggugat dan tergugat bercerai, HDPP diasuh oleh
tergugat.

Menurut keterangan saksi, selama HDPP diasuh oleh tergugat,
kondisinya baik dan sehat.

Menurut keterangan saksi, HDPP semenjak ia lahir sudah tidur
bersama saksi.

Semenjak tergugat dan penggugat resmi bercerai, penggugat tidak
pernah menjenguk anaknya. Kecuali selama proses perceraian dahulu,
penggugat pernah 3 kali menjenguk anaknya.

Anak penggugat saat ini kondisinya baik dan sehat.

Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai Kuli Bangunan.

Ketika tergugat bekerja, maka saksi yang memelihara anak tersebut,
setelah saksi pulang bekerja yakni pukul 4 sore maka tergugat yang

memeliharanya.
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- Saksi keberatan apabila penggugat memelihara HDPP. Karena saksi
sangat menyayangi anak tersebut. la merupakan cucu pertamanya.
- Saksi juga keberatan apabila HDPP dipelihara secara bersama dengan
cara bergantian antara penggugat dan tergugat.®
b) Saksi kedua yang diajukan oleh tergugat adalah MDR binti Iswanto. la
berumur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, bekerja sebagai Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Krawasan Kidul RT.004 RW.
001 Desa Tiru Kidul Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Di bawah

sumpahnya, saksi memberi keterangan sebagai berikut :

Hubungan saksi dengan tergugat bawasannya saksi merupakan

tetangga tergugat.

- Saksi mengenal penggugat dan tergugat. Karena penggugat
merupakan mantan istri tergugat. Kemudian mereka bercerai pada
tahun 2021.

- Dari pernikahan antara penggugat dan tergugat, mereka mempunyai
searang anak bernama HDPP berumur 2 tahun 6 bulan yang saat ini
berada dalam asuhan tergugat.

- Menurut saksi, anak tersebut sejak lahir tidur bersama ibu tergugat.

- Saksi menerangkan bahwa anak tersebut sangat akrab dengan ibu

tergugat. Sedangkan dengan penggugat sendiri kurang akrab.

% Salinan putusan hadanah, Nomor 633/Pdt.G/2022/PA. Kab. Kdr, Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri, 2022..
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Saksi menerangkan penggugat kurang usaha untuk akrab dengan
anaknya. Semenjak penggugat dan tergugat resmi bercerai, penggugat
tidak pernah menemui anaknya kecuali pada proses perceraian dahulu,
penggugat pernah menemui sebanyak 3 kali.

Selama dalam asuhan tergugat, menurut keterangan saksi anak
tersebut dalam keadaan baik dan sehat.

Tergugat memiliki pekerjaan. Namun saksi tidak mengetahui berapa

jumlah gaji tergugat.®

c) Saksi ketiga yang diajukan oleh tergugat adalah PAS bin Sugeng, berumur

32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, bekerja sebagai Kuli Bangunan,

bertempat tinggal di Dusun Krawasan Kidul RT.003 RW. 001 Desa Tiru

Kidul Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Dalam keterangannya di

bawah sumpabh, saksi menerangkan sebagai berikut :

Hubungan saksi dengan tergugat merupakan saudara sepupu tergugat
Saksi mengenal tergugat maupun penggugat. Karena penggugat
adalah mantan istri tergugat. Kemudian keduanya bercerai pada 2021.
Dari pernikahan antara penggugat dan tergugat, telah lahir seorang
anak bernama HDPP berusia 2 tahun 6 bulan yang saat ini di bawah
asuhan tergugat.

Sejak lahir hingga saat ini anak tersebut tidur bersama ibu tergugat.

® Salinan putusan hadanah, Nomor 633/Pdt.G/2022/PA. Kab. Kdr, Pengadilan Agama Kabupaten

Kediri, 2022.
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- Semenjak terjadi perceraian antara penguggat dan tergugat, saksi
menerangkan bahwa penguggat tidak pernah menemui anaknya.
- Selama dalam asuhan tergugat, anak tersebut dalam kondisi baik dan
sehat.
- Tergugat memiliki pekerjaan, namun saksi tidak mengetahui secara
pasti gaji tergugat’
2. Pertimbangan Hukum

Setelah masing-masing pihak telah mengajukan bukti, maka Hakim
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memberikan pertimbangan hukum
terkait perkara hadhanah yang diajukan oleh penggugat sebagaimana
dimuat dalam Putusan Nomor 633/Pdt.G/2022/PA. Kab. Kdr.

Pada hari pertama persidangan yang telah ditetapkan, pihak
penggugat dan tergugat sama-sama hadir di persidangan. Di hari pertama
persidangan tersebut hakim meminta kedua belah pihak untuk melakukan
mediasi terlebih dahulu. Namun, usaha mediasi tersebut tidak berhasil
sehingga menurut pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 30
tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Jo. Perma Nomor 1 tahun 2016 sudah memenuhi.

Pada pokok perkaranya, penggugat meminta kepada Pengadilan

Agama Kabupaten Kediri agar penggugat dalam hal ini PR ditetapkan

7 Salinan putusan hadanah, Nomor 633/Pdt.G/2022/PA. Kab. Kdr, Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri, 2022.



64

sebagai pemelihara hadhanah anak yang bernama HDPP bin ADS.
Karena, semenjak penggugat dan tergugat bercerai, anak tersebut berada
dalam asuhan tergugat/ibu tergugat. Sehingga, hal ini membuat penggugat
keberatan karena orang tua tergugat tidak mengizinkan penggugat untuk
mengasuh anak penggugat dan tergugat. Selain itu, penggugat juga
khawatir mengenai masa depan HDPP jika dipelihara oleh ibu tergugat.
Jika ditinjau dari hukum acara yang berlaku, penggugat dan tergugat
telah menyampaikan jawaban dan repliknya. Begitupun sebaliknya,
tergugat telah menguraikan jawaban dan dupliknya. Keduanya juga telah
mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi. Bukti saksi dari masing-
masing pihak juga telah diperiksa, didengar keterangannya, dan tidak
termasuk dalam orang yang dilarang menjadi saksi menurut pasal 145
HIR. Sehingga hal ini memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian
dalam pasal 171 dan 172 HIR. Dari kesaksian-kesaksian seperti yang telah
diuraikan di atas, maka menurut pasal 1925 KUHPerdata sepanjang
kesaksian tersebut tidak dibantah oleh tergugat maupun penggugat di
depan persidangan, maka hal ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian
yang sempurna, sehingga dalil gugatan penggugat yang diakui dan tidak
dibantah tersebut terbukti dan menjadi fakta hukum.®
Maka, berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, Hakim Pengadilan
Agama Kabupaten Kediri telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai

berikut :

8 Salinan putusan hadanah, Nomor 633/Pdt.G/2022/PA. Kab. Kdr, Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri, 2022.
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- Penggugat dan tergugat dulunya merupakan suami istri dan
dikaruniai seorang anak bernama HDPP yang lahir pada 19 Agustus
2019. Saat ini berusia 2 tahun 6 bulan. Kini penggugat dan tergugat
telah bercerai sejak 15 Desember 2021.

- Sejak terjadi perceraian, HDPP diasuh oleh tergugat dan dalam
keadaan sehat dan baik-baik saja.

- Anak tersebut turut diasuh oleh ibu tergugat jika tergugat sedang
pergi bekerja. Karena ibu tergugat ikut tinggal bersama tergugat.

- Setelah penggugat dan tergugat bercerai, penggugat tidak pernah
menemui anaknya. Kecuali dalam proses perceraian antara
penguggat dan tergugat, penggugat pernah menjenguk anaknya
sebanyak 3 Kkali.

- Baik tergugat maupun penggugat sama-sama memiliki pekerjaan.
Keduanya bekerja dari pukul 07.00 hingga pukul 16.00.

- Ibu penggugat sudah meninggal. Sedangkan ibu tergugat masih
hidup dan ikut memelihara anak penggugat dan tergugat.

- Tergugat tidak pernah melarang penggugat untuk menemui
anaknya.®
Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan seperti yang telah

dipaparkan di atas, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

menemukan fakta ternyata anak yang bernama HDPP sejak lahir pada 19

® Salinan putusan hadanah, Nomor 633/Pdt.G/2022/PA. Kab. Kdr, Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri, 2022.
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Agustus 2019 hingga penggugat dan tergugat bercerai pada Desember
2021, dan setelah perceraian tersebut mendapat kekuatan hukum tetap
sampai diajukannya perkara ini, anak tersebut selalu tinggal bersama
tergugat. Sehingga, anak tersebut lebih lama tinggal bersama tergugat
dibanding penggugat.*®

Penggugat juga tidak pernah menemui anaknya semenjak terjadi
perceraian pada Desember 2021, kecuali pada proses perceraian penggugat
sempat menemui anaknya sebanyak 3 kali. Anak tersebut saat ini
kondisinya baik dan sehat.

Dari fakta-fakta yang telah dipaparkan di atas, maka tidak ada bukti
bahwa anak penggugat dan tergugat tidak terawat dengan baik seperti apa
yang dikhawatirkan oleh penguggat. Sebaliknya, anak tersebut merasa
nyaman tinggal bersama tergugat karena dirawat dengan baik oleh tergugat
dan ibu tergugat. Buktinya, anak tersebut tumbuh dengan baik dan sehat
seperti pengakuan tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi.

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara inii kemudian
mempertimbangkan  untuk = menolak gugatan tersebut dengan
pertimbangan seperti apa yang telah dijelaskan di atas.

Menurut Majelis Hakim meskipun dalam ketentuan pasal 105
Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa pemeliharaan anak belum
mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun karena

masalah hadhanah yang diprioritaskan adalah kepentingan dari anak,

10 Salinan putusan hadanah, Nomor 633/Pdt.G/2022/PA. Kab. Kdr, Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri, 2022.
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bukan orang tua, maka pasal 105 tersebut dapat disimpangi demi
sepanjang untuk kebaikan dan kemaslahatan anak tersebut. Hal ini sesuai
dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak.

Meskipun Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menolak
gugatan penggugat dan HDPP tetap berada dalam pengasuhan tergugat/ibu
tergugat, namun Majelis Hakim meminta kepada pihak tergugat untuk
tetap memperbolehkan penggugat menjenguk anaknya.

“Meskipun HDPP di bawah asuhan tergugat, namun tergugat harus

memberikan akses seluas-luasnya kepada penggugat untuk

memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak
mengganggu tumbuh kembang, kesehatan fisik dan mentalnya.”*!

Apabila nantinya tergugat terbukti menghalangi atau tidak
memberikan akses kepada penggugat untuk meluapkan kasih sayangnya
kepada anak kandungnya, maka hal ini dapat dijadikan alasan untuk
mencabut hak asuh anak tersebut dari tergugat.

Sehingga, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim,
maka gugatan penggugat ditolak dengan amar putusan sebagai berikut :

3. Amar Putusan
1. Menolak gugatan penggugat.

2. Menetapkan anak yang bernama HDPP yang lahir pada 19 Agustus

2019 tetap berada di bawah asuhan tergugat dan tergugat mempunyai

11 Salinan putusan hadanah, Nomor 633/Pdt.G/2022/PA. Kab. Kdr, Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri, 2022.
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kewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada penggugat untuk
mencurahkan kasih sayangnya.

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
770.000,00.

Putusan tersebut akhirnya dijatuhkan setelah melalui musyawarah
Majelis Hakim pada 31 Maret 2022 dalam persidangan dengan ketua
majelis hakim Drs. Agus Suntono, M.H.l, dan Dr. H. Toif,, dan Drs. H.
Saifudin, M.H.I sebagai Hakim anggota dan didampingi oleh Dra. Hj.
Nurmalikah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri penggugat dan

tergugat.*?

12 Salinan putusan hadanah, Nomor 633/Pdt.G/2022/PA. Kab. Kdr, Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri, 2022.



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PENETAPAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYI1Z AKIBAT CERAI
GUGAT STUDI PUTUSAN NOMOR: 633/PDT.G/2022/PA. KAB. KDR

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Belum
Mumayyiz  Akibat Cerai Gugat Dalam  Putusan  Nomor

633/Pdt.G/2022/PA. Kab. Kdr.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memutuskan menolak
gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh PR selaku penggugat yang
merupakan ibu kandung dari HDPP dan menetapkan hak asuh anak belum
mumayyiz berada di bawah asuhan ADS sebagai pihak tergugat.

Hukum Islam telah mengatur permasalahan hak asuh anak atau hadanah
bagi anak yang belum mumayyiz. Hal ini menunjukkan bahwa akibat hukum
perceraian yang salah satunya mengenai hak asuh anak sangat diperhatikan
oleh agama Islam.

Begitu pentingnya pengasuhan seorang anak karena anak merupakan buah
hati yang kelak dapat menjadi penyejuk jiwa bagi kedua orang tua, sehingga
dalam mengasuhnya harus sungguh-sungguh diperhatikan hal-hal yang
menjadi kemaslahatan anak. Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai
pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam
kehidupan sehari-hari. Seperti makan, berpakaian, membersihkan diri. Karena

itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran,

69



70

dan mempunyai keinginan agar anak itu menjadi anak yang baik di kemudian
hari.

Perintah memelihara anak tertera dalam surat Al-Bagarah ayat 233 agar
seorang ibu menyusui anaknya selama dua tahun penuh

Bl 2 O s 2 LIS s 2R8NS s Sl

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi

yang ingin menyempurnakan penyusuan,”*

Berkaitan dengan hadanah anak yang belum mumayyiz, para ulama empat
imam mazhab sependapat bahwa ibu kandung lah yang utama dalam mengasuh
anak. Para ulama mazhab hanya berbeda pendapat soal siapakah yang berhak
mengasuh setelah ibu kandung dan ibunya ibu. Mazhab Hanafi berpendapat
bahwa ibunya ayah yang berhak untuk menggantikan ibu kandung dan ibunya
ibu. Mazhab Maliki berpendapat bahwa bibi dari jalur ibu berhak
menggantikan apabila ibu kandung dan ibunya ibu tidak ada. Sedangkan
Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ayah dan ibunya ayah
berhak mengasuh setelah ibu kandung dan ibunya ibu.?

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 mengatur dengan jelas bahwa
anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya.® Lebih lanjut dijelaskan lagi
dalam pasal 156 bahwa apabila pemegang hadanah dinilai tidak layak, maka
Hakim dapat memindahkan hak pengasuhan tersebut kepada kerabat lainnya

yang berhak pula.*

LY Al-Qur’an Dan Terjemahannya.,

2 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah Jilid 3 Terj. Khairul Amru Harahap.,
668.

3 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (Permata Press, 1974), Pasal 105.

4 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam. Pasal 156.
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Seorang ibu dinilai memiliki kelembutan, rasa sabar terhadap anak kecil,
dan kasih sayang terhadap buah hatinya sendiri. Sehingga, para ulama
termasuk dalam berbagai sumber hukum Islam mengutamakan ibu kandung
untuk mengasuh anak belum mumayyiz.

Ibu baru kehilangan haknya untuk mengasuh jika ia tidak memenuhi syarat-
syarat untuk menjadi seorang hadin. Seperti berakal sehat, bisa dipercaya, suci
diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, bukan peminum hamr, serta tidak
mengabaikan anak yang diasuhnya.> Apabila ibu menikah kembali dengan
suaminya yang baru maka hak pengasuhannya gugur. Hal ini disebabkan
karena dikhawatirkan nantinya ibu lebih memperhatikan suami barunya
daripada anaknya.

Selain itu, dalam pandangan Hukum Islam, hal yang dijadikan
pertimbangan dalam memutuskan hak pemeliharaan anak adalah kemaslahatan
anak itu sendiri. Disamping kemaslahatan ibu atau bapaknya. Jadi meskipun
yang lebih berhak ibu, tetapi apabila ibu dipandang tidak mampu karena suatu
sebab terlarang untuk memelihara anak, maka Hakim dapat memberikan
pengasuhan kepada selain ibu.

Berkaitan dengan perilaku seorang pengasuh, hal ini juga mendapat
perhatian mendasar dalam fikih Islam. Seperti yang telah disinggung
sebelumnya, bahwa orang yang akan melakukan hadanah hendaklah orang
yang dapat dipercaya dan berakhlak baik. Persyaratan ini dimaksudkan, karena

hadanah itu termasuk tugas mendidik dan mengarahkan anak pada akhlak yang

> Muhammad Jawad Mughinyah, Figih Lima Mazhab Terj. Afif Muhammad (Jakarta: Lentera
Basritama, 2000), 416.
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baik. Bagaimana mungkin tujuan tersebut dapat tercapai jika yang melakukan
pengasuhan adalah orang yang tidak berakhlak baik. Anak-anak akan
menganggap baik setiap apa yang dianggap baik oleh pengasuh. Dan
sebaliknya, mereka akan mengaggap jelek setiap apa yang dianggap jelek oleh
pengasuh.

Pada konteks ini, jika ditarik mundur dalam kasus cerai gugat hingga akibat
putusnya perkawinan yakni mengenai hak pengasuhan anak, maka apabila
dilihat dalam dalil gugatan cerai yang diajukan oleh PR dimana ia mengatakan
bahwa suaminya sudah tidak bisa lagi dijadikan contoh sebagai kepala
keluarga, karena tergugat sering mabuk, bersikap kasar baik perilaku maupun
perkataanya, bahkan mengusir penggugat, maka seharusnya ADS tidak layak
dijadikan sebagai pengasuh anak karena perilakunya tersebut.

Perkara cerai gugat mempunyai akibat hukum yang berbeda dengan cerai
talak, namun cerai gugat sendiri tidak berdampak pada hak asuh anak yang
belum mumayyiz. Apabila di dalam cerai gugat istri tidak bisa mendapatkan
nafkah ‘iddah, mut’ah, namun di dalam perkara hadanah seorang istri yang
menggugat cerai suaminya tetap bisa mendapatkan hak asuh anak selama
memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang hadin.

Berdasarkan uraian di atas, maka syarat-syarat sadanah anak yang belum
mumayyiz oleh ibu kandungnya telah dipenuhi oleh penggugat. Terbukti, tidak
ada satu dalil dari tergugat maupun saksi yang diajukan oleh tergugat, ataupun
fakta hukum dalam persidangan yang sifathya memberatkan sehingga dapat

menggugurkan hadanah bagi anak belum mumayyiz kepada ibu kandungnya.
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la tidak terbukti sebagai pelaku maksiat, dan juga bukan seorang penari, dan
peminum hamr. Penggugat juga tidak mengabaikan anaknya tersebut.
Buktinya, ia masih mengunjungi anaknya sebanyak 3 kali. Pasca perceraian
dengan tergugat, penggugat juga belum menikah kembali. Selain itu, dalam
jawaban tergugat yang hal ini diakui pula oleh penggugat yang menyatakan
HDPP menangis ketika ibu kandungnya ingin pulang setelah menemuinya. Hal
ini menunjukkan bahwa anak tersebut masih membutuhkan peran ibu
kandungnya.

Seorang anak kecil yang menangis tentu bukanlah tanpa sebab. 1bu lebih
memberikan rasa nyaman lantaran anak bisa meluapkan tangisan. Sehingga
mereka mengungkapkan rasa yang derita lebih banyak. Sebaliknya, jika ayah
ada di sekitar mereka, anak-anak justru bertindak seolah sangat kuat dan tidak
menunjukkan rasa sakitnya. Hal ini karena kebutuhan anak akan peran ibu dan
ayah yang berbeda disebabkan pula karena tanggung jawab orang tua tidak
sama.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut Hukum Islam hadanah anak
yang belum mumayyiz adalah hak ibunya sepanjang memenuhi syarat dan tidak
menjadi pihak yang terlarang untuk mengasuh. Menurut pendapat mazhab
Hanafi, mazhab Syafi’i, mazhab Hanbali, dan mazhab Maliki sependapat
bahwa ibu kandung berhak mengasuh sepanjang ia memenuhi syarat-syarat
seperti yang telah dipaparkan di atas. Sehingga, putusan Majelis Hakim yang
menolak gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh penggugat selaku ibu

kandungnya hal ini tidak sesuai dengan Hukum Islam.
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B. Analisis Hukum Positif Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Belum
Mumayyiz Akibat Cerai Gugat Dalam Putusan Nomor 633/Pdt.G/2022/PA.
Kab. Kdr.

Ketika perceraian terjadi, pada umumnya salah satu dari suami atau istri
telah berpikir dan mempertimbangkan terkait akibat dari perceraian tersebut.
Namun, tidak demikian pada anak-anak. Mereka tiba-tiba saja harus menerima
keputusan yang telah dibuat oleh orang tua mereka, tanpa sebelumnya
membayangkan bahwa hidup mereka akan berubah.

Pemeliharaan anak yang belum dewasa pada dasarnya menjadi tanggung
jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan ini dalam berbagai hal seperti
masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan
pokok anak. Dalam Hukum Islam telah dijelaskan bahwa tanggung jawab
ekonomi berada di pihak suami sebagai kepala rumah tangga. Begitupun dalam
hukum positif yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal
298 yang berbunyi :

“Baik bapak atau ibu keduanya wajib memelihara dan mendidik anak

mereka sebelum dewasa. Apabila keduanya atau salah satunya kehilangan

hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau menjadi wali, hal itu lantas
tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberikan tunjangan

yang seimbang dengan pendapatannya untuk membiayai pemeliharaan dan
pendidikan anak tersebut."®

Lalu dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 319a KUHPerdata bahwa orang tua
dapat dicabut hak asuhnya apabila salah seorang diantara bapak ibu yang

memiliki kekuasaan mengasuh dinilai tidak cakap untuk memelihara anak-

¢ Burgerlijk Wethoek, Kitab Undang Undang Hukum Perdata Terj. R. Subekti. Pasal 298.
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anaknya. Selain itu terdapat beberapa hal yang membuat orang tua dapat

kehilangan haknya untuk mengasuh, yakni:’

1. Mengabaikan kewajibanya untuk memelihara dan mendidik anak

2. Berkelakuan buruk

3. Mendapat hukuman yang sudah inkrah karena terbukti melakukan
kejahatan terhadap anak yang belum dewasa.

4. Dipenjara selama 2 tahun atau lebih.

Menurut hukum positif yang bersumber pada KUHPerdata keduanya tidak
memberikan petunjuk mengenai “siapa yang lebih berhak” dalam mengasuh
anak di bawah umur pasca putusnya hubungan perkawinan. Keduanya hanya
mengatur soal pemenuhan terhadap kebutuhan materi anak. Apabila terjadi
sengketa hak asuh hakim memiliki kuasa untuk menentukan siapa yang berhak
mengasuh berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Aturan dalam KUHPerdata ini juga sejalan dengan Undang-Undang
Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Di dalam aturan tersebut ia tidak
menunjukkan mengenai siapa orang yang berhak mengasuh. Hanya saja, aturan
ini mengatakan bahwa orang tua wajib mendidik dan merawat anaknya apabila
keduanya bercerai. Terkait siapa yang berhak mengasuh, maka pengadilan
yang akan memberi keputusan.

Penulis melihat bahwa hak asuh anak bisa jatuh ke ayah karena lima hal.
Antara lain :

1. Ada kesepakatan antara kedua orang tua

" Burgerlijk Wethoek, Kitab Undang Undang Hukum Perdata Terj. R. Subekti. Pasal 298.
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2. Faktor ekonomi

3. Ibu tidak bertanggung jawab

4. Dilihat faktor lingkungan dimana anak dibesarkan
5. Kedekatan antara anak dengan ayah

Berdasarkan beberapa faktor tersebut, hanya unsur kelima dimana menurut
penulis menjadi pertimbangan utama hakim dalam menolak gugatan hak asuh
anak oleh penggugat. Karena berdasarkan poin pertama hingga keempat,
penulis tidak melihat hal tersebut ada pada pertimbangan hakim.

Kedekatan antara tergugat dengan anaknya terjalin lantaran anak tersebut
semenjak lahir tinggal bersama tergugat/ibu tergugat. Termasuk Kketika
penggugat diusir dari rumahnya hingga perceraian dan perkara hak asuh anak
tersebut diajukan.

Meskipun demikian, walaupun tergugat berkelakuan buruk seperti apa yang
didalilkan pengugat dalam gugatan cerai, yakni tergugat sering minum-
minuman keras, berkata maupun bertingkah kasar terhadap penggugat, bahkan
mengusir penggugat, namun hal ini tidak bisa menjadi pertimbangan hakim.
Penyebabnya, dalam pokok perkara gugatan hadanah yang diajukan,
penggugat tidak menyebutkan dalil mengenai kelakuan buruk tergugat yang
menimbulkan keduanya bercerai. Sehingga, Majelis Hakim tidak boleh
memeriksa lebih dari pokok perkara yang diajukan. Apabila hal tersebut
dimasukkan dalam dalil gugatan pokok perkara hadanah, maka penulis melihat

Majelis Hakim tentunya akan mempertimbangkan lain.
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Karena Hakim sendiri dalam asas-asas Hukum Acara Perdata bersifat pasif.
Artinya, Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti
bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim
untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara,
bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan.®

Hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan. Hakim
terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak.
Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukanlah hakim. Jadi
pengertian pasif ini yaitu bahwa hakim tidak menentukan luas daripada pokok
sengketa.®

Namun, arti pasif disini bukan berarti bahwa hakim tidak aktif sama sekali.
Selaku pimpinan sidang tentunya hakim harus secara aktif memimpin dan
memeriksa perkara dan tidak sekedar merupakan alat dari para pihak. Sehingga
tupoksi seorang hakim untuk menegakkan keadilan bagi para pihak dapat
tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, perkara hak asuh anak yang belum dewasa
menurut hukum positif maka Majelis Hakim yang menentukan untuk mencari
siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak dengan pertimbangan demi
kepentingan terbaik untuk anak. Dengan memperhatikan pula dalil gugatan
serta bukti-bukti yang diajukan untuk memperkuat dalil gugatan tersebut.

Sehingga dalam kasus yang terjadi antara penggugat dan tergugat dimana

8 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Jakarta: prenadamedia group, 2015), 10.
% Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia.
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Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menolak gugatan hak

asuh anak yang diajukan oleh ibu kandungnya maka hal ini sudah sesuai.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah memutuskan

perkara hak asuh anak antara PR sebagai penggugat dan ADS sebagai

tergugat dengan amar putusan menolak gugatan penggugat dan

menetapkan hak asuh anak bernama HDPP tetap berada di bawah asuhan

ayahnya atau tergugat. Pertimbangan Majelis Hakim Agama Kabupaten

Kediri menolak gugatan tersebut sebagai berikut:

a.

Hakim menilai bahwa anak tersebut sejak lahir sampai setelah
perceraian terjadi selalu tinggal bersama tergugat.

Hakim melihat bahwa PR selaku ibu kandung HDPP hanya
menjenguk anaknya tersebut selama tiga kali. Itupun ketika proses
perceraian antara PR dan ADS. Setelah perceraian, penggugat tidak
pernah menjenguk anaknya sama sekali.

Meskipun diasuh oleh tergugat/ibu tergugat, HDPP dalam kondisi
yang sehat.

Ibu penggugat sudah meninggal, sedangkan ibu tergugat masih hidup.
Tergugat juga tidak pernah melarang penggugat untuk menemui

anaknya.
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2. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif:

a.

Para ulama empat imam mazhab, hadis, al-qur’an, juga berdasarkan
pasal 105 telah bersepakat bahwa ibu kandung menjadi orang yang
utama untuk memikul hak asuh anak atau sadanah anak yang belum
mumayyiz sepanjang memenuhi semua syarat untuk menjadi zadin.
Tidak ada salah satu syarat hadanah yang dilanggar dan menjadi fakta
hukum sehingga menggugurkan hak asuh anak penggugat. Seorang
anak kecil secara psikologis juga masih membutuhkan peran ibu
kandungnya. Maka putusan majelis hakim yang menolak gugatan hak
asuh anak yang diajukan oleh ibu kandungnya dan menetapkan bahwa
anak tersebut berada di bawah naungan ayahnya atau tergugat maka
hal ini tidak sesuai dengan Hukum Islam.

Hukum positif melalui KUHPerdata maupun Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tidak mengatur secara rinci mengenai siapa yang lebih
berhak untuk menjadi pengasuh ketika terjadi perceraian. Dalam
kasus tersebut, apabila ibu kandungnya bisa mendalilkan bahwa
kelakuan buruk tergugat seperti dalil gugatan dalam perceraiannya
maka mungkin Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lain
sehingga ibu kandung anak tersebut dapat ditetapkan sebagai
pengasuh HDPP. Namun, dalam pokok perkara hak pengasuhan anak
penggugat tidak mendalilkan sebagaimana gugatan cerai karena
kelakuan buruk tergugat. Sehingga putusan Majelis Hakim yang

menolak gugatan hak asuh anak telah sesuai dengan hukum positif.
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B. Saran

1.

Perlunya mengkaji secara lebih luas kembali mengenai materi hak asuh
anak dalam perkuliahan bagi mahasiswa

Edukasi mengenai parenting terhadap orang tua terutama apabila salah
satu diantara orang tua telah bercerai. Sehingga anak tidak lagi menjadi
korban perceraian kedua orang tuanya.

Perlunya pendampingan hukum kepada para pihak yang bersengketa.

Sehingga, dalil gugatan dalam mengajukan perkara kuat dan beralasan.
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